BAB Il
RELASI SOSIAL-INTELEKTUAL ‘ULAMA DAN
PEMIKIRAN KEAGAMAAN DALAM MUHAMMADIYAH

Keberadaan figur ‘ulama dalam Muhammadiyah sangatifikan, meskipun
organisasi ini bukan sebuah perkumpulan ‘ulamata=ak dapat dipahami karena
Muhammadiyah merupakan organisasi sosial-keagaye@anbergerak di bidang
dakwah “amar makruf nahi munkaral{amr bi al-ma‘rd wa al-nahy ‘an al-
munka), yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah rdaman, dan
memberikan bimbingan keagamaan kepada warganyanKatu, kaum ‘ulama
merupakan elite yang menjalankan kepemimpinan Muaaiyah, sekaligus
merumuskan pemikiran keagamaan, baik secara individaupun kolektif.
Selama periode yang relatif panjang, yaitu mulandoglukan Jepang
(1942) sampai akhir 1980-an, yang secara arbiapatddisebut sebagai “periode
pertengahan,” Muhammadiyah dipimpin oleh kalangdama sebagajoverning
elite (elite yang memimpin). Dalam konteks ini, selagrdulat dalam lapangan
intelektual-keagamaan, kaum ‘ulama tidak dapatsdigtan dari relasi-relasi
sosial dan politik. Dalam sebagian fase dari peripertengahan, Muhammadiyah
dan elite-nya bahkan terlibat dalam proses-proseikppraktis (ealpolitik).
Kondisi sosial politik, baik langsung atau tidakigasung, ikut mempengaruhi
terjadinya transformasi pemikiran keagamaan metgdnih bersifat ideologis.
Selama periode pertengahan dalam perkembangan Nhdadigah ini,

terdapat kesinambungan peran ‘ulama dalam mempsodidn mereproduksi
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pengetahuan keagamaan. Pemikiran keagamaan terselupakan pemikiran
individual yang tertuang dalam karya religio-intéleal kaum ‘ulama, yang dalam
kenyataannya kemudian menjadi pemikiran ‘setengedmit (semi-officia)
Muhammadiyah. Sebagian dari pemikiran individuaddipsi ke dalam bangunan
pemikiran resmi dan dianggap sebagai ideologi keaga (eligious ideology,
seperti Kepribadian Muhammadiyah, Keyakinan dan Cita-Citaidu
Muhammadiyahdan Khittah Perjuanganatau Khittah Politik selama periode
tersebut.

Bab ini membahas relasi sosial intelektual dansredasial politik ‘ulama
Muhammadiyah dan pengembangan wacana keagamaan Kalhammadiyah.
Tema-tema pemikiran keagamaan yang berkembang ddldmmmadiyah pada
fase ini, baik yang diproduksi oleh elite ‘ulamaca® individual maupun
pemikiran formal Muhammadiyah, dapat dikatakan gabéelanjutan dari
tendensi purifikasionis dan orientasi jursitik yangsih kuat.

Selain itu, pemikiran formal Muhammadiyah, sepedmusan tentang
“ideologi” dan khittah juga mengalami formulasi ae dinamis mengikuti
konteks sosial politik yang berubah. Diasumsikahwea konstruksi pemahaman
dan pemikiran keagamaan di kalangan figur-figur Btamadiyah sangat
dipengaruhi oleh konteks sejarah yang melingkupir§@rena itu, tidak bisa
dihindari bahwa tema-tema pemikiran yang berkembaeraitan erat dengan

kondisi religio-intelektual dan politik yang ada.
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A. Relasi Sosial-Intelektual dan Politik
1. ‘Ulama Muhammadiyah sebagai Komunitas Epistemik

Sejak akhir 1930-an dan awal 1940-an, pemikirang&esman dalam
Muhammadiyah mengalami proses sistematisasi dambelgaan, sejalan dengan
dinamika sosial intelektual yang berkembang. JiKarha generasi awal seperti
Ahmad Dahlan memberikan landasan ideologis bagikgbtuhammadiyah, dan
Mas Mansur melakukan sistematisasi paham keagaMahammadiyah, maka
generasi ‘ulama berikutnya melanjutkan upaya tersetengan melakukan
interpretasi dan reinterpretasi terhadap gagasgasga keagamaan dasar dalam
konteks zaman yang berubah. Dalam proses sistasiatisiterpretasi, dan
reinterpretasi tersebut, kaum ‘ulama tetap memairmdexanan signifikan sebagai
“komunitas epistemik” yang mewarnai wacana pemikileeagamaan dalam
Muhammadiyah. Mereka juga membentuk suatu “blokohis’ yang melibatkan
sistem relasi sosial, intelektual dan politik.

Selama fase sejarah setelah Dahlan dan Mas Mamsurul nama-nama
‘ulama, baik yang memimpingéverning Muhammadiyah, seperti Ki Bagus
Hadikusuma, Abdur Rasyid Sutan Mansur, M. YunussAihmad Badawi,
Fagih Usman dan Abdul Razaq (A.R.) Fakhruddin, mauplama yang tidak
menjadi pemimpin tertinggi Muhammadiyah, tetapi jadnbagian dari struktur

kepemimpinan kolektif di tingkat pusat, sepertiHadjid, Abdul Kahar Muzakir,

! Bagian ini berusaha menafsirkan sumber-sumber rdfisgyang tersedia dengan
menggunakan konsep komunitas epistengigigtemic communitydan blok historis Kistorical
bloc). Studi ini memandang kaum ‘ulama Muhammadiyahik gang hidup satu generasi dalam
hubungan perkolegaan intelektual maupun yang barlgetdierasi, tetapi berinteraksi satu sama
lain dalam bentuk hubungan yang lain, dan memdikiak/orientasi pemikiran keagamaan yang
relatif sama - sebagai komunitas epistemik yang beertuk blok historis. Jonathan Josephcial
Theory: Conflict, Cohesion and Conséhatlinburgh: Edinburgh University Press, 2003), 49.
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Farid Ma’ruf, dan Wardan Diponingrat. Kelompok yagligebut terakhir ini juga
merupakan bagian penting dari dinamika pemikiranagkenaan dalam
Muhammadiyah. Sebagian dari figur-figur tersebuhpk mengalami masa-masa
Ahmad Dahlan, meskipun mereka masih dalam faseggambuhan intelektual
sebagai murid.

Beberapa sumber biografis yang tersédigenunjukkan bahwa kaum
‘ulama Muhammadiyah memiliki basis atau latar bafak sosial intelektual yang
beragam. Sebagian dari mereka merupakan produkidikand tradisional
(pesantren), sebagian yang lain produk pendidikahdvhmadiyah, dan ada juga
yang merupakan produk pendidikan Timur Tengah. Nardemikian, tidak
sedikit dari ‘ulama tersebut yang merupakan prodak pendidikan pesantren,
pendidikan Timur Tengah dan pendidikan Muhammadsgitaligus.

Salah satu figur ‘ulama yang memainkan peran pgnbaik dalam
kepemimpinan Muhammadiyah dan dalam memprodukgigiehuan keagamaan
setelah Mas Mansur adalah Ki Bagus Hadikusuma. r&eegigio-kultural, Ki
Bagus Hadikusuma berasal dari keluarga santri y@rgengaruh di Kauman,
tempat kelahirannya yang sekaligus tempat kelahdahammadiyah. Ayahnya,

Raden Kaji Lurah Hasyim, adalah seorang pejabamagkislam (abdi dalem

2 Dalam mengkaji genealogi sosial intelektual sedagilama Muhammadiyah, penulis
menggunakan literatur-literatur yang memberikarorimiasi mengenai biografi mereka. Harus
diakui bahwa sumber-sumber biografis (primer) tegtpara ‘ulama elite tersebut sangat terbatas,
apalagi jika dikaitkan dengan karir religio-intefledl mereka. Catatan biografis yang terbatas itu
dapat ditemukan dalam buku-buku yang secara khusugkaji masing-masing figur itu. Selain
itu, terdapat jug&nsiklopedi Muhammadiyafdakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), yang selain
memuat masalah-masalah tematik, juga memuat in&rioiagrafis beberapa figur penting dalam
Muhammadiyah. Namun demikian, studi ini berusahaekenstruksi relasi sosial-intelektual
mereka sebagai dasar untuk memahami peranan dabasgan mereka dalam merumuskan
pemikiran keagamaan Muhammadiyah, baik yang dignggamal melalui “ijtihal” kolektif
maupun yang semi formah@ividual elite).
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putihan) di Kraton Yogyakarth. Genealogi ini menempatkan Ki Bagus
Hadikusuma dalam strata sosial yang dihormati diegkungan masyarakat
Kauman dan sekitarnya.

Latar belakang intelektual-keagamaan Ki Bagus tergp kompleks.
Selain memperoleh pendidikan agama dari orang tuday beberapa ‘ulama di
Kauman, pengetahuan keagamaan juga diperoleh mekhdidikan di sebuah
pesantren di Wonokromo Yogyakarta dan di PekalofigMeskipun tidak
terdapat informasi mengenai literatur keagamaary yha pelajari di pesantren,
namun dapat diduga bahwa dia mendalami kitab-Kigt dan tasawuf, selain
‘agidah, seperti pada pesantren tradisional yang lain patlannya waktu itd.

Namun demikian, Ki Bagus Hadikusuma termasuk pelaiadidak yang
serius dengan mendalami pengetahuan keagamaan athe@sab asing, seperti
bahasa Belanda dan Inggris. Siswanto Masruri mekgat bahwa Ki Bagus
memiliki akses kepada literatur-literatur karya Moimad ‘Abduh, RasHiRida,
Ibn Taymiyyah, al-Gha#g dan bahkan Ibn Rushd. Selain itu, dia mempelajari
bahasa Belanda dari beberapa kenalan Belanda-nyBjdpsoegito, dan belajar
bahasa Inggris dari seorang India bernama Mirzai Waimad Beig® Tradisi

pengetahuan modern ini ikut mempengaruhi prosesbeetukan pengetahuan

® Anak-anak Raden Lurah Hasyim yang lain seperti .KSyuja’ (pertama), K.H.
Fakhruddin (kedua), dan K.H. Zaini (keempat), makgn tokoh-tokoh penting Muhammadiyah
generasi awal. Salah satu anak Ki Bagus Hadikuswadyu Djarnawi Hadikusumo, juga
merupakan tokoh penting Muhammadiyah pada 1980Earsiklopedi Muhammadiyat?8;
Siswanto MasruriKi Bagus Hadikusuma, Etika dan Regenerasi Kepemiamdiy ogyakarta: Pilar
Media, 2005), 25-26.

* Ensiklopedi Muhammadiyahi28.

® Pada masa-masa itu, pesantren tradisional umumeyaajarkan literatur keagamaan
‘agidah Ash‘ariyyah, figh madhhab SHayyah, dan tasawuf al-Ghafia Lihat Zamakhsyari
Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan HidupiKyakarta: LP3ES, 1985).

® Masruri,Ki Bagus Hadikusuma, Etika dan Regenerasi KepemiampR7.
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keagamaan Ki Bagus Hadikusuma, selain pengetahaagaknaan tradisional
yang pernah dia pelajari di pesantren.

Kapasitas religio-intelektual tersebut membawa Kigs Hadikusuma
kepada jabatan penting (elite) dalam Muhammadigalara lain sebagai ketua
Majelis Tarjih yang merupakan lembaga fatwa keagem®uhammadiyah,
sebelum akhirnya dipercaya sebagai pemimpin elitbavhmadiyah (1942-1953).
Dapat disimpulkan bahwa kedudukannya sebagai keWeelis Tarjih
menunjukkan pengakuan kalangan Muhammadiyah teph&dpasitas religio-
intelektual yang dia miliki. Ini disebabkan Majelisrjih merupakan jantung dari
kehidupan keagamaan Muhammadiyah. Selain itu, KjuBaHadikusuma juga
pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), daggaa Komisi Hoofdbestuur
Muhammadiyah (1926).

Karir religio-intelektual Ki Bagus Hadikusuma seggohnya telah
dimulai sejak paruh kedua 1920-an sampai dekadd®-a@4sebagai ‘ulama
Muhammadiyah, dengan menghasilkan beberapa kaeypsrtsPoestaka Iman
(1925) Risalah Katresnan Djat{(1935, 3 jilid), Poestaka Had(1936, 5 jilid),
Poestaka Islan1940) Poestaka Ihsa(il941),danlslam Sebagai Dasar Negara
dan Akhlak Pemimpi(lL954, disunting oleh Djarnawi Hadikusuma).

Karya-karya tersebut dapat dikatakan menunjukkaxlyktifitas religio-
intelektual Ki Bagus Hadikusuma, dan sekaligus nratkan tumbuhnya tradisi
literal (intelektual) di kalangan ‘ulama Muhammaally generasi awal. Namun
seperti dapat diketahui dari beberapa sumber $ejgrapularitas Ki Bagus

Hadikusuma mencapai puncaknya, terutama setelahabatnsebagai ketua
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Muhammadiyah mulai 1942, menggantikan Mas Mansan kemudian terjun
dalam lapangan politik-kenegaraan sebagai angget#PEI| dan anggota Panitia
Sembilan yang menyusun rancangan konstitusi Indmngang dikenal sebagai
Piagam Jakarta (1945).

Karya-karya Ki Bagus Hadikusuma menggambarkan myaatkepada
masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakifeoidah, man) Islam,
shariah, moralitas dan isu-isu politik kenegaraan. Réman keagamaan yang
tertuang dalam karya-karya tersebut merupakan gratiri pemahaman dan
penafsirannya terhadap ajaran Islam yang bersudabeal-Qur'a dan al-Fdith.
Selain sebagai ‘ulama yang mendalami dan mengpasgjetahuan keagamaan,
Ki Bagus Hadikusuma merupakan seorang ideolog. rhémafsirkan gagasan-
gagasan keagamaan Dahlan dalam rangka merumuskam itbeologis dalam
bentuk naskah Mugaddimah Anggaran Dasar Muhammiadiy@emikiran
ideologis ini di kemudian hari memberikan inspirdésigi lahirnya pemikiran
formal lainnya dalam Muhammadiyah, sep&spribadian Muhammadiyatan
Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah

Sejalan dengan perkembangan Muhammadiyah ke ddaeabh di luar
Yogyakarta khususnya, dan Jawa umumnya, elite ‘aldahammadiyah tidak
hanya berasal dari Kauman atau daerah Jawa yamgdaierti Surabaya. Sutan
Mansur adalah seorang ‘ulama Muhammadiyah yanghledari luar Jawa, yaitu
Minangkabau di Sumatera Barat, yang memiliki trallesagamaan yang relatif

berbeda dari tradisi keagamaan di Jawa pada umumsgdhusul sosial-kultural

" Haedar Nashir, “Memahami Manhaj Gerakan Muhamnsdfy dalam Manhaj
Gerakan Muhammadiyah: ldeologi, Khittah dan Langkatogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2009), xix.
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ini mempengaruhi corak pemikiran keagamaan SutansiMta selain genealogi
intelektual yang membawanya tersambung dengan siradieagamaan

purifikasionis yang tumbuh di Sumatera Barat. Berkangnya tradisi keagamaan
yang baru tersebut sering dikaitkan dengan pengkeblangkitan gerakan dan
ajaran WahHaiyyah pada awal abad ke-20.

Sutan Mansur yang lahir pada 26 Jumadil Akhir 1@BDesember 1895)
adalah keturunan ‘ulama terkenal di Maninjau, Ab8amad al-Kusaij. Ibunya,
Siti Abbasiyah, yang dikenal dengan sebutan UnaufLa, adalah seorang guru
agama di daaerahnya. Sebagaimana yang berlakiasatam pada masa itu,
Sutan Mansur memperoleh pendidikan dan pengetake@agamaan dari orang
tuanya, di samping memperoleh pengetahuan umuninti@ndshe Schod1902-
1909), di mana dia belajar berhitung, geografi,uilmkur, dan sebagainya.
Meskipun mendapatkan tawaran beasiswa untuk belakaveekschoo(Sekolah
Guru) di Bukit Tinggi, dan akan diangkat menjadirgwsetelah lulus, namun
Sutan Mansur menolaknya karena pengetahuan keagderagata lebih menarik
bagi dirinya. Semangat anti kolonialisme juga meingdasan penolakan terseBut.

Minatnya kepada pengetahuan keagamaan membawalayar le bawah
bimbingan tokoh pembaru Islam di Minangkabau, Abdatim Amrullah, yang
dikenal sebagai Haji Rastl Di bawah bimbingan Haji Rasul, mulai 1910 sampai

1917, Sutan Mansur mendalami al-Qut’#afsir, dan ladith denganmugalah-

8 Tentang perkembangan gerakan keagamaan di SunBaterg lihat misalnya, Hamka,
Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullahard Perjuangan Kaum Agama di
Sumateracet. 4 (Jakarta: Penerbit Umminda, 1982).

° RB. Khatib Pahlawan Kayo dan Bakhtiar (edBipgrafi Buya Ahmad Rasyid Sutan
Mansoer (Buya Tuo): Dari Pergulatan Ideologis kenBeatan Agidah(Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2009), 22-23.

19 jhat HamkaAyahky 189.
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nya, bahasa Arab, ilmiawhd, ilmu kalam, maniq (logika), tarikh, figh, dan juga
tasawuft!

Latar belakang intelektual tersebut menggambarkaanlya pengetahuan
keagamaan Sutan Mansur yang mencakup hampir sebligiplin keislaman
tradisional. Latar belakang ini pula merupakan nhadagio-intelektual untuk
menjadi pemimpin Muhammadiyah di tingkat lokal (Blekigan, 1923) dan
tingkat wilayah (Sumatra Barat), sampai kemudiamjad elite Muhammadiyah
sejak 1953 sampai 1959. Setelah berhenti darigabdedtua Muhammadiyah pada
1959, Sutan Mansur dipercaya sebagai penasehaingimpusat sampai wafatnya
pada 25 Maret 1985.

Bergabungnya Sutan Mansur dalam Muhammadiyah (I822)bawanya
kepada relasi sosial-intelektual tidak hanya denDalan (meskipun sangat
singkat), tetapi juga dengan ‘ulama Muhammadiyameggsi berikutnya, seperti
Fakhruddin yang dikenal cenderung radikal, Mas Marisilama purifikasionis
dan reformis sekaligus), Ki Bagus Hadikusuma, RdjidaA.R. Fakhruddin, dan
‘ulama Muhammadiyah lainnya yang lebih muda.

Kaum ‘ulama yang hidup sezaman tersebut, sekaboanperbedaan usia,
membentuk komunitas epistemik dan blok historis gyanemiliki pemikiran

keagamaan dengan corak yang relatif sama, teruthlatean mengembangkan

! Ibid., 190.

12 Kegagalannya untuk melanjutkan studi ke UnivessiahAzhar Kairo karena tidak
diizinkan oleh pemerintah kolonial membawanya keal@ekalongan), sampai akhirnya bertemu
dengan Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dickaitabahwa ketertarikan Sutan Mansur
kepada Muhammadiyah muncul setelah berdialog deddanad Dahlan di Pekalongan, dan
menilai adanya kesamaan antara pemikiran keagafiaaad Dahlan (Muhammadiyah) dengan
pemikiran keagamaan yang berkembang di Sumatrat,Bemaitama yang berkaitan dengan
perbaikan kehidupan umat Islam dari pengasbhitk dan kembali kepada pahatawhd yang
murni. Untuk perkembangan karir Sutan Mansur dalMomammadiyah, lihat Hamkayahky
190-195.



111

gagasan keagamaan purifikasionis. Hal ini tidakatlappisahkan dari konteks
kultur keagamaan yang saat itu didominasi oleh maban praktik keagamaan
yang dinilai bercampur dengan tradisi yang berdsai luar ajaran Islam, baik
yang terdapat di Jawa maupun di Sumatra Barat, denfutan Mansur
mengembangkan Muhammadiysh.

Latar belakang dan relasi sosial intelektual Siamsur mempengaruhi
corak atau watak pemikiran keagamaan yang dihasitkelalui karya-karya
religio-intelektualnya, sepertiihad, Seruan Kepada Kehidupan Bartiauhid
Membentuk Kepribadian Muslindan Ruh Islam.Judul-judul tulisan tersebut
dengan jelas menggambarkan pemikiran keagamaarang lyerorientasi pada
penguatan dgidah (tawhd) dan paham Islam purifikasionis. Sebagaimana Ki
Bagus Hadikusuma, Sutan Mansur menafsirkan do#okirin Islam yang
dipahami dari sumbernya yang otentik, yaitu al-Qudan al-Fadith.

Namun demikian, Sutan Mansur dikenal sangat tolezdmadap masalah
khilafiyyah ataufuruiiyyah (hal-hal yang sering diperselisinkan di antarankau
Muslim soal cabang, tidak dalam soal keyakinan)sdifiya, Sutan Mansur
menganggap putusan Majelis Tarjih semata-mata sebsigap organisasi
Muhammadiyah mengenai suatu masalah keagamaami telak mengikat

anggota Muhammadiyah sendiri.

13 Selain itu, mobilitas sosial Sutan Mansur sebageima Muhammadiyah menjadi
faktor yang memberikan kontribusi bagi perkembanyyguhammadiyah di banyak tempat di
Indonesia, termasuk di tanah Minang (1925), Sumb#gian utara, seperti Medan dan Aceh
(1927), bersama K.H. Fakhruddin, dan di Kalimanteperti Banjarmasin dan Amuntai (1929).
Khusus perkembangan Muhammadiyah di tanah MinasahaiSutan Mansur dipermudah dengan
telah menyebarnya gagasan keagamaan purifikasiang dirintis oleh K.H. Abdul Karim
Amrullah, yang dianggap mewakili ‘kaum muda’, baetapan dengan kelompok adat, yang
disebut sebagai ‘kaum tua.’
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Meskipun Muhammadiyah telah berkembang di banyataia Kauman
tetap menjadi sumber produksi ‘ulama dalam Muhaniyaiid Kenyataan ini
dapat dipahami, karena kebanyakan generasi awabiMuoiadiyah berasal dari
Kauman, dan karena itu kampung tersebut melahirg@merasi ‘ulama
berpengaruh, termasuk Muhammad Yunus Anis. Diahidkan di Kauman
Yogyakarta pada 3 Mei 1903. Ayahnya, Muhammad Amsrupakan seorang
abdi dalem Kraton Yogyakarta. Menurut sukakancingardari Swandana Tepas
Dwara Putera Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat pd®®1, Yunus Anis
memiliki hubungan kekerabatan dengan sultan-shtataram**

Pengetahuan keagamaan Yunus Anis diperoleh datakedang tuanya
sendiri, terutama membaca al-Qur'adan akhlag. Setelah menamatkan
pendidikan di Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakadia melanjutkan
pendidikannya di Sekolah Al-‘Ads dan Sekolah Al-Irslthdi Batavia (Jakarta) di
bawah bimbingan al-Suriia seorang kawan akrab Dahf@nLatar belakang
religio-intelektual ini turut membentuk pengetahudan kapasitas keagamaan
Yunus Anis.

Sejak usia sangat muda, Yunus Anis adalah pegidtaMmadiyah. Pada
1924-1926 dia menjabat sebagai pimpinan Muhammhadiy@8atavia (Jakarta),
dan sejak 1942 dia telah menjadi bagian dalam keppiman pusat sebagai
sekretaris, sampai akhirnya pada 1953-1959 diparsapagai sekretaris umum
dan pada 1959-1962 sebagai ketua Pimpinan Pusarivtuhdiyah. Pada periode

kepemimpinannya dihasilkaKepribadian Muhammadiyahyang rumusannya

4 Suratmin,H.M. Yunus Anis: Amal, Pengabdian dan Perjuanganmgh Nurhadi M.
Musawir (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyi®99), 11.
15 H
Ibid., 4.
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digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Fagim&s, dan diputuskan dalam
Muktamar ke-35 pada 1962, yang dikenal sebagai am#at setengah abad.

Figur ‘ulama Muhammadiyah yang juga berpengaruhapaériode
pertengahan adalah Ahmad Badawi (lahir 5 Febru@@2)l Dia berasal dari
lingkungan Kauman, dan merupakan putra keempat g@asangan K.H.
Muhammad Fakih (salah satu komisaris Muhammadiygalad1912), dan Nyai H.
Siti Habibah (adik kandung Ahmad Dahlan). Asal-usulmenempatkan Ahmad
Badawi sebagai anak kandung Muhammadiyah gemgiine Bahkan jika dilacak
lebih jauh, genealoginya bersambung ke keluarganastMataram, yakni
Panembahan Senopati.

Pengetahuan keagamaannya diperoleh dari ayahrhyeluse pada 1908-
1913 belajar di Pondok Pesantren Lerab Karangaugar,mendalammahwv dan
saraf. Dia kemudian belajar di bawah asuhan K. DimyatPdndok Pesantren
Termas Pacitan (1913-1915), dan pada 1915-1920 AtBadawi menjadi santri
di Pesantren Besuk Pasuruan, sebelum mendalametadiogn keagamaan di
Pesantren Kauman dan Pesantren Pandean di Serpagand 920-1921° Selain
pendidikan pesantren, Ahmad Badawi juga mempenoégtdidikan di Madrasah
Muhammadiyah yang didirikan oleh Dahlan di Kaumgang kemudian berubah
menjadi Standaarschooldan akhirnya menjadi Sekolah DasarGenealogi
intelektual tersebut menunjukkan bahwa Ahmad Baduaefupakan produk dari
kombinasi pendidikan pesantren tradisional dan iocath modern yang dikelola

Muhammadiyah.

'® Ringkasan Sju'abul-lman (Beberapa Tjabang Imatifjukil oleh K.H.A. Badawi, dan
disalin ke dalam Bahasa Indonesia oleh Rachmaidgjdkarta: PP Muhammadijah, 1971).
" “Riwayat Hidup K.H.A. Badawi,'Suara MuhammadijabApril I-I1l, 1969).
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Ahmad Badawi terkenal sebagai ‘ulama yang ahli rdal@dangfigh,
meskipun disiplin keagamaan yang lain, sepagidah dan bahasa Arab, juga dia
kuasai. Tidak mengherankan jika dia menghasilkdretzpa karya keagamaan,
sepertiKitab Nukilan Sju‘abul-Imanfdalam bahasa Jawa, tetapi diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh Rahmat @®ijab Nikah (huruf Pegon dan
berbahasa Jawd&{jtab Parail (‘ilm al-fara’id ; huruf Latin berbahasa Jaw&)jtab
Manasik Hadji(bahasa JawalMiah Hadits(bahasa Arab)\Mudzakkirat fi Tasji'il
Islam (bahasa ArabQawaidul-Chamgbahasa Arab)Menghadapi Orla(Bahasa
Indonesia)'®

Latar belakang pendidikan Ahmad Badawi tersebut begikan modal
sosial-intelektualqocial-intellectual capitgl yang cukup memadai untuk menjadi
figur ‘ulama yang berpengaruh, terutama di kalaniamammadiyah. Bahkan,
ketika Ki Bagus Hadikusuma dipaksa untuk menggantikas Mansur pada
1942, dia mengajukan syarat agar Ahmad Badawi nmepitginya’® Modal itu
pulalah yang membawanya ke level elite Muhammadiyahlai jabatan wakil
ketua sampai ketua Muhammadiyah selama dua pei1862-1968).

Figur ‘ulama yang juga penting disebutkan ialahilFddsman (lahir 2
Maret 1904). Dia berasal dari keluarga santri ¢, Jawa Timur. Seperti pada
umumnya keluarga santri, dia belajar al-Quardan memperoleh pengetahuan
keagamaan dasar dari ayahnya sendiri, yang jugarggtulama berpengaruh di
daerahnya. Dia memperoleh pendidikan pesantrerk jartgka waktu yang relatif

panjang (sekitar 1914 sampai 1924). Karena itu,adagipahami jika dia

'8 Ensiklopedi Muhammadiya#7.
19 Masruri,Ki Bagus Hadikusumétika dan Regenerasi Kepemimpinat,
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menguasai dengan baik buku-buku keagamaan berbAhalsayang didalaminya
di pesantrren tradisional. Kemampuannya dalam laal#aab memungkinkan
dirinya mampu memahami surat kabar yang berasalTdaur Tengah (Mesir).

Bacaan yang luas ini memberikan inspirasi kepadghFdsman untuk terlibat
aktif dalam gerakan kemerdekaan. Selain itu, Fatfiman juga dikenal sebagai
pedagang alat-alat bangunan, galangan kapal darik pmun, dan pernah
dipercaya sebagai Ketua Persekutuan Dagang Sel@evBraerah Gresik.

Modal sosial, intelektual dan ekonomi tersebut mawdnya dipercaya
sebagai ketua group (ranting) Muhammadiyah Greaik skbagai Ketua Majelis
Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur (1932-1936). Ketikias Mansur dipilih
sebagai ketua Muhammadiyah dan pindah ke Yogyakdftgih Usman
menggantikan kedudukan Mas Mansur sebagai Konsuhakimadiyah Jawa
Timur pada 1936. Selain aktif dalam lapangan politan pemerintahan (mulai
menjadi anggota Konstituante, pimpinan Masyumi m@njabat Menteri Agama),
pada 1953 Fagih Usman masuk dalam lingkungan Miiteammadiyah, sampai
terpilih sebagai ketua Muhammadiyah pada Muktamar3'k (1968) di
Yogyakarta untuk periode 1968-1971. Namun, jabdtahanya sempat diemban
beberapa hari saja, karena dia wafat pada 3 Oki@8*!

Di luar figur ‘ulama yang menjadi elite pimpinarefka) Muhammadiyah
di atas, tidak sedikit ‘ulama yang menjadi bagiak terpisahkan dari dinamika
religio-intelektual Muhammadiyah. Bahkan keberadgan sangat signifikan

termasuk dalam memformulasikan paham keagamaanriviabdiyah. Di antara

2 Ensiklopedi MuhammadiyaB87.
“! Ibid., 388-389.
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‘ulama kategori ini adalah R. Hadjid (lahir 20 Agus 1898), yang belajar di
Sekolah Rendah Umum, sebelum pergi bersama kakekayi®lakkah untuk
menunaikan haji sekaligus menimba pengetahuan kesga Di bawah
bimbingan K. Fakih, K. Humam dan K. al-Misri, Hatlinendalami baca tulis al-
Qur’an dan bahasa Arab.

Setelah setahun tinggal di Makkah, Hadjid mempéropendidikan
pesantren. Pertama-tama, dia belajar di Pesantsailen di Solo di bawah
bimbingan K.H. Idris. Di sini, dia mendalami berbadlisiplin pengetahuan
keagamaan, sepetafst, figh, natw, tajwid, gira’ah, tasawuf dan ilmu fala®
Selanjutnya pada 1913-1915, Hadjid belajar di ResanTermas Pacitan di
bawah bimbingan K.H. Dimyati dan K.H. BigfiHadijid juga belajar di Madrasah
al-‘Attas di Jakarta selama dua tahun, dan mendalami bafkrata sebelum
akhirnya kembali ke Yogyakarta untuk belajar di Bavwimbingan Dahlan (1917-
1923). Kegiatan yang terakhir ini dilakukan bersamdengan tugasnya sebagai
guru di Standaard SchopKweek Schoobtlan Hollands Indische SchodqHIS)
yang dikelola Muhammadiyati. Tampaknya, ajaran yang diterima Hadjid dari
Dahlan sangat berpengaruh terhadap pemikiran damnd@annya, baik di
lingkungan Muhammadiyah maupun dalam lapanganilp&kinegaraan.

Latar belakang sosial dan intelektual-keagamaary ydimiliki Hadijid

22 Uswatun ChasanaKehidupan dan Perjuangan Ayahku: Riwayat Hidup KRiddijid
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 22.

3 Di pesantren ini pula pernah belajar beberapar figing kemudian dikenal sebagai
‘ulama Muhammadiyah, seperti K. Basyir (ayah danim@ad Azhar, yang pada 1990-an menjabat
ketua Muhammadiyah. Ahmad Azhar sendiri juga pemmgdmtri di pesantren ini), K.H. Wahid
dan K.H. Ahmad Badawi (ketua Muhammadiyah, 19628)98swatun Chasanakehidupan dan
Perjuangan AyahkL23.

*Ibid., 23.
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menjadi modal penting untuk karirnya di Muhammabdjygang membawanya
menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih dalam kuruaktw yang relatif lama
(menggantikan Mas Mansur mulai 1942 sampai 185Rarena Majelis Tarjih
memiliki posisi sentral dalam kehidupan keagamaanhdmhmadiyah, maka
‘ulama yang memimpin lembaga tersebut dengan sewdidipandang sebagai
‘ulama yang menjadi referensi dalam soal-soal keaga. Dia menghasilkan
beberapa karya keagamaan, sepé@téib Figh (tulisan Arab berbahasa Jawa), dan
telah merampungkatafsir al-Qur'an (tulisan Arab berbahasa Jawa) sebanyak 26
juz’ dan menyisakan empjatz’ yang diserahkan kepada beberapa orang muridnya
untuk diselesaikaff

Sejarah Muhammadiyah pada periode pertengahan dala&t dipisahkan
dari figur Abdur Rozzaq (A.R.) Fakhruddin yang memin Muhammadiyah
selama 22 tahun. Lahir pada 14 Februari 1916 du#akian, dia merupakan
keturunan anak dari K.H. Fakhruddin yang berasel Blaberan, Brosot, Galur,
Kulonprogo, sedangkan ibunya ialah Maimunah birki. kdris dari Pakualaman.
Ayahnya mengabdi sebagai seorang Lurah Naib atawghie® dari Puro
Pakualaman yang diangkat oleh kakek Paku Alam VIII.

A.R. Fakhruddin memperoleh pendidikan formal Standaard School
Muhammadiyah Bausasran Yogyakarta (1923). Seteldhnga tidak lagi
menjadi penghulu dan usaha dagang batik yang ditglga jatuh, dia kembali
ke desanya di Bleberan, Galur, Kulonprogo. Pad&b 1€ia pindah sekolah ke

Standaard School(Sekolah Dasar) Muhammadiyah Prenggan, Kotagede,

% bid., 50.
28 bid., 92.
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Yogyakarta. Setamat daBitandaard Schoalli Kotagede pada 1928, dia masuk
Madrasah Mu‘allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Atagjusaan ayahnya, dia
kemudian belajar di bawah asuhan beberapa kyaiedardia, seperti K.H.
Abdullah Rosyad, dan K.H. Abu Amar. Tetapi, diagugelajar di Madrasah
Wustha Muhammadiyah Wanapeti, Sewugalur, Kulonpragetelah ayahnya
meninggal di Bleberan (1930), pada 1932 A.R. Fattiru belajar di Madrasah
Darul Ulum Muhammadiyah Wanapeti, sebelum pada 18&3anjutkan ke
MadrasahTabligh Schoo(Madrasah Muballighin) Muhammadiyah.

Latar belakang pendidikan A.R. Fakhruddin di atanuamjukkan bahwa
dia merupakan produk pendidikan Muhammadiyah yaegtix, meskipun dia
juga mengaji di bawah beberapa kyai di desa asalyal-usul intelektual ini
memberikan pengaruh yang penting terhadap pembemtitdaik kepribadiannya
sebagai ‘ulama Muhammadiyah maupun pemikiran-peamnkkeagamaan yang
menjadi minat dan perhatiannya. Karya tulis A.RkHfaddin banyak berkisar di
seputar masalah-masalah Muhammadiyah, berdasankenpretasinya terhadap

warisan pemikiran keagamaan Dahlan dan generasidapatunya, dan

" Pada 1935, A.R. Fakhruddin dikirim oleh HoofdbestMuhammadiyah (pada periode
K.H. Hisyam) ke Talangbalai yang sekarang dikenahgan Ogan Komering llir, untuk
mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Di danaendirikan Sekolah Wustha
Muallimin Muhammadiyah (setingkat SMP). Pada 1988uga mengembangkan Muhammadiyah
di Kulak Pajek, Sekayu, Musi llir (sekarang dikedehgan Kabupaten Muba, Musi Banyu Asin).
Tiga tahun kemudian, pada 1941, ia pindah ke SuBgting, Sungai Gerong, Palembang sebagai
pengajarHollandcse Inlandevs Schod@HIS) Muhammadiyah (setingkat SD). Ketika Jepang
menyerbu pabrik minyak Sungai Gerong pada 14 Feb®2, sekolah tempat mengajarnya
ditutup. A.R. Fakhruddin kemudian mengajar di SekoMuhammadiyah Muara Maranjat,
Tanjung Raja, Palembang, Sumatera Selatan samp#d, 18belum akhirnya kembali ke
Yogyakarta. Setelah aktif dalam kegiatan Muhamnetiyalam waktu yang panjang dan menjadi
bagian dari lingkungan elite pemimpin Muhammadiydia, kemudian ditetapkan sebagai ketua
Muhammadiyah menggantikan K.H. Fagih Usman yangivaéda 1968. Sejak saat itu sampai
1990, A.R. Fakhruddin menjabat sebagai ketua Muhadiyah.
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pemahamannya terhadap sumber-sumber otentik f§lam.

Figur ‘ulama yang juga berpengaruh pada fase s$ejaraialah Wardan
Diponingrat. Secara sosial dia berasal dari lingieemKauman, dan merupakan
keturunan dari pengulu Keraton Yogyakarta, Muhamidanohaludiningrat, yang
dikenal sebagai tokoh keluarga Ketib Tengah. Wardaerupakan produk
pendidikan Muhammadiyah, selain pesantren Jamga&81-1934). Selain itu,
dia mempelajari bahasa Belanda dan bahasa Inggrsarnaan dengan masa
belajarnya di Jamsarén.

Modal sosial dan religio-intelektual itu membawartgdibat aktif dalam
Majelis Tarjih sejak 1960, sebelum dia menjabau&éd¥lajelis Tarjih mulai 1963
sampai 1985. Hal ini menunjukkan bahwa penguatéenieagaan Majelis Tarjih
terjadi pada masa kepemimpinannya. Keputusan-ksgutupenting tentang
masalah keagamaan juga dihasilkan dalam muktamkiramar Tarjih selama
masa tersebdf,

Dinamika pemikiran keagamaan pada 1980-an tids& @ipisahkan dari

Djarnawi Hadikusuma, seorang figur ‘ulama Muhammakiyang memainkan

8 Lihat Suratmin Perikehidupan, Pengabdian dan Pemikiran Abdur Rdzaghruddin
Dalam MuhammadiyaiYogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 20003;184. Karya-
karyanya mencakup antara lditenudju Muhammadijalil970),Kembali Kepada al-Qur'an dan
al-Hadits (1970),Soal-Jawab Entheng-Enthengérerbahasa Jawa, 1401/19883rono Entheng-
Enthengan Pancasila Kabeberaken Agami Islam Kawedkies (1403/1983),Muhammadiyah
Menuju Masa Mendatand1985), Fastabiqulkhoirot (t.t.), Soal-Jawab Yang Ringan-Ringan
(berbahasa Indonesia, 199®atu Muharrom Tahun 1414 K1994), Mengenal dan Menjadi
Muhammadiyalf2005), dan beberapa tulisan ringkas sebagai jpandarga Muhammadiyah.

29 Ensiklopedi Muhammadiyat88-90. Karya-karya Wardan meliputi antara lainaki
Fekih Nikah Talak-Rujy’Kitab Perail (Fara'id), Kitab Hisab dan FalakKitab Umdatul Hasib
Kitab Hisab ‘Urfi dan Hakiki Literatur-literatur yang dihasilkan menggambarkaahliannya di
bidang figh, dan dapat dimaklumi jika dia cukup é&amemegang jabatan Ketua majelis Tarjih.

% Muktamar Tarjih di Sidoarjo (1968), di WiradesekBlongan (1973), di Garut (1976),
dan 1980 di Klaten. Pada masanya, keputusan-kegrutagjelis dikodifikasikan dalam satu kitab
Himpunan Putusan TarjihDia kemudian digantikan oleh Ahmad Azhar Basyda Muktamar
Muhammadiyah ke-41 di Surakarta (1985).
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peran penting dalam formulasi pandangan keagamseterigah resmi” yang
diadopsi sebagai pandangan Muhammadiyah. Dia tekmadama produk
pendidikan Muhammadiyah mulai pendidikan dasar sampenengah, dan
merupakan murid dari ‘ulama Muhammadiyah yang begpeuh, seperti Mas
Mansur, Farid Ma'ruf, Abdul Kahar Muzakkir, dan Hiem

Dalam proses pembentukan intelektualismenya, Djérrtialah terlibat
dalam komunitas epistemik ‘ulama yang berpengayahg pada perkembangan
selanjutnya mempengaruhi sosoknya sebagai ‘ulaménaMmadiyah. Dia
termasuk salah satu figur yang terlibat dalam pesanKeyakinan dan Cita-Cita
Hidup Muhammadiyabersama elite Muhammadiyah lainnya pada 969.

Jika dilihat dari asal-usul sosio-intelektual fifigur yang dipaparkan di
atas, dapat dikatakan bahwa elite Muhammadiyah padade pertengahan ini
terdiri dari kaum ‘ulama yang merupakan produk dagndidikan pesantren
tradisional, pendidikan keagamaan di Timur Tengdlakkah atau Mesir) dan
pendidikan Muhammadiyah. Jadi, kendati sebagian kh@mreka memperoleh
pendidikan pesantren, tetapi interaksi mereka demngaisan religio-intelektual
Dahlan dan generasi ‘ulama setelah Dahlan secatariieturut melahirkan
komunitas epistemik dengan corak pemikiran yangsibu dan berbeda dari
pemikiran keagamaan ‘ulama pesantren tradisiordd penumnya.

Secara sosio-historis, ‘ulama tersebut memainkaran sebagai elite

dalam Muhammadiyah tidak pada waktu bersamaan &gverbedaan usia, dan

31 Di antara karya-karya keagamannya, terd®isalah Islamiyyat{1973),Ahlus Sunnah
wal Djama’ah Bid'ah Khurafat selain karya-karya lain sepe&liran-Aliran Pembaruan Islam
Dari Jamaluddin al-Afghani sampai KH Ahmad Dahl&sat Ensiklopedi Muhammadiyali27-
128.
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relasi di antara sebagian mereka adalah antaradgurumurid. Namun, mereka
dipersatukan olelepisttméyang sama, sehingga corak pemikiran keagamaan
mereka sama-sama cenderung purifikasionis danasecanm skolastik ggidah

dan figh; dogmatis dan juristik). Orientasi pemikiran tdnse pada giliran
berikutnya mempengaruhi pemikiran keagamaan Muhaliyala yang bersifat

ideologis yang menjadi ciri menonjol dari Muhamnyadh periode pertengahan.

2. Relasi Sosial-Politik ‘Ulama Muhammadiyah

Sejak berdiri pada 1912, Muhammadiyah dan elitama-nya tidak bisa
dipisahkan dari pergulatan dengan dunia politikk lyang dikategorikan sebagai
politik kenegaraan state politicy maupun politik kepartaianpérty politic.
Persentuhan dengan politik ini berlangsung mulasankolonial sampai masa
Pendudukan Jepang, Demokrasi Liberal, Demokragpiifgin dan awal Orde
Baru. Hubungan antara Muhammadiyah berikut elii@-ithan perkembangan
politik di Indonesia dalam fakta historisnya dapédtatakan mengalami pasang
surut (fluktuatif).

Seperti telah disebutkan terdahulu, keterlibataml@®a dan figur-figur
penerus seperti Fakhruddin dan Mas Mansur dalamk&atslam menunjukkan
eratnya relasi ‘ulama Muhammadiyah dengan polfkiamun, sifat politik yang
dijalankan oleh elite Muhammadiyah dapat dikelonkaoksebagaligh politics
dalam konteks perlawanan terhadap kebijakan kdloMienurut G.H. Bousquet,
sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif, pantah kolonial telah keliru

menganggap gerakan Islam non-politik, seperti Muhadiyah, tidak berbahaya
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dibandingkan dengan gerakan politk yang bercoralsiamalis®® Meskipun
pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang mémsbakebebasan kaum
Muslim dalam menjalankan agama, seperti pelarajigad, pembatasaibadah
haji dan pelarangan sekolah agama dan guru agangatiglek mengantongi izin
dari pemerintah (dianggap liar), namun pendekataiikpyang dilakukan oleh
Muhammadiyah membuat persyarikatan ini tetap ddeatahan, dan bahkan
mengalami perluasan, baik dalam lingkup aktifitasaupun persebaran
geografisnya>

Pendudukan Jepang atas Indonesia yang dimulai p8da menandai
akhir dari kekuasaan kolonial Belanda, dan memajpai disebut sebagai “zaman
Jepang.” Beberapa sejarawan menyatakan bahwa sé&rma-tahun terakhir
kekuasaan kolonial, rakyat merasakan semakin kgmatrkanan sosial politik.
Situasi demikian ini menjadi faktor yang mendorasipagian besar tokoh elite
umat Islam, termasuk elite Muhammadiyah menunjukisampati terhadap
kedatangan pasukan Jepang pada Maret 1942. Sbuwladsil melakukan invasi,
Jepang melakukan perubahan radikal di bidang koBerbeda dari kebijakan
kolonial Belanda yang cenderung netral terhadaprisipemerintah pendudukan

Jepang mendekati tokoh-tokoh Islam untuk menjadifasama dengan mereKa.

%2 Ahmad Syafii Maarif)slam dan Masalah Kenegaradfiakarta: LP3ES, 1985), 65.

% Soeara Moehammadijagang terbit antara 1915 dan 1941 memberikan irdsim
penting yang menunjukkan otonomi yang dimiliki oléfuhammadiyah, meluasnya wilayah
jangkauan gerak Muhammadiyah dan bertambahnyaunititisaha yang dikembangkan.

% Harry J. Benda, “Indonesian Islam Under the Japan®ccupation, 1942-1945,”
Pacific Affairs28, No. 4 (December 1955), 354. Lihat juga Nouramzan Siddiqi, “Islam pada
Masa Pendudukan Jepang,” Makalah disampaikan d&eminar Penulisan Sejarah Islam di
Indonesia (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 8-10iJL883).
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Bagi Muhammadiyah khususnya, kehadiran Jepang nherhian situasi
yang memberikan pengaruh, baik negatif maupunipd3itsatu sisi, pendudukan
ini menimbulkan kekacauan sosial dan melumpuhkamaken yang selama masa
kolonial relatif bebas dilakukan Muhammadiyah, tanoa di bidang keagamaan,
pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan. Namwisidlain, pemerintahan
pendudukan mendekati elite Muhammadiyah saat itas(Mansur) untuk terlibat
dalam kelompok pemimpin nasional yang dibentuk alepang, yang dikenal
sebagai “Empat Serangkai.” Bersama tokoh-tokoh riefekarno (nasionalis-
Jawa), Hatta (nasionalis dari Sumatra), Ki HadjawBntara (Jawa sinkretis),
Mas Mansur mewakili kalangan IslathPosisi Mas Mansur sebagai pemimpin
Muhammadiyah kemudian digantikan oleh Ki Bagus Kaslima.

Kebijakan Jepang menyangkut Islam dengan jelas npekkan bahwa
mereka berusaha membuat garis demarkasi antaraaag@am politik. Menurut
Harry J. Benda, berbeda dari pemerintah kolonighmka, Jepang membatasi dan
bahkan melarang keberadaan partai-partai politilslvty seperti Partai Sarekat
Islam Indonesia (nama Sarekat Islam sejak 1929Pdatai Islam Indonesia (PII)
yang didirikan pada 1938. Pada saat yang samandgdperusaha meyakinkan
para pemimpin Muslim, termasuk elite Muhammadiyatengenai dukungan
mereka terhadap umat Islam. Kontak-kontak organesaal disalurkan melalui
Majelis Islam A’'la Indonesia (MIAI) sebagai federédam, meskipun pada akhir

1943 MIAI digantikan oleh federasi baru, MasyunedErasi baru ini merupakan

% Harry J. BendaMatahari Terbit dan Bulan Sab{tlakarta: Pustaka Jaya, 1980); Harry
J. Benda,The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islamiet/the Japanese Occupation,
1942-1945 (The Hague and Bandung: W. van Hoeve, 1958); JamePeacock,Gerakan
Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di IndondSiakarta: Cipta Kreatif, 1986), 64.
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persatuan kolaboratif yang dibentuk oleh Jepamgtama antara Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama (NU), yang berbeda dari pantéditik.>° Sebagai organisasi
non-politik, Masyumi hanya mengurusi masalah-mdst&Eagamaan. Selain dua
organisasi besar ini, kalangan tradisionalis yaimghl kecil dan ‘ulama individu
juga didesak untuk bergabufig.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik pada masadpdukan Jepang
dan menjelang kemerdekaan tampak pada peran pegittegMuhammadiyah
dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Keksad Indonesia
(BPUPKI) atauDokuritsu Zyunbi Tyoosakaiang dibentuk oleh Jepang. Setidak-
tidaknya terdapat dua nama ‘ulama Muhammadiyal y&i Bagus Hadikusuma
dan Abdul Kahar Muzakkir, dari 15 tokoh yang diaaggmewakili kelompok
Islam dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah @&@&ng®*® BPUPKI
membahas persoalan-persoalan tentang bentuk négsag, negara, dasar negara
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyusumastikusi. Perdebatan yang
menyita banyak energi ialah mengenai dasar negang iyelibatkan pertentangan
antara dua kelompok besar, yang satu disebut “galoislam” dan yang lainnya

disebut “golongan nasionalig®”

% Kepengurusan Masyumi Jepang ini terdiri dari atggduhammadiyah dan NU.
Jabatan kehormatan sebagai presiden Masyumi digegleh K.H. Hasyim Asy‘ari, sedangkan
wakil presiden dijabat oleh K.H. Wahid Hasyim (Ndan Mas Mansur (Muhammadiyah).
Sedangkan K.H. Abdul Wahab Chasbullah (NU) dan KgiBs Hadikusuma (Muhammadiyah)
masing-masing menjabat penasehat bagi penguruskutitséMasyumi. Lihat Martin van
Bruinessen,NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian WacadBaru (Yogyakarta: LKiS,
1994), 49-50.

3" Lihat Harry J. Benda, “Southeast Asian Islam ia Twentieth Century,” dalam P.M.
Holt (ed.),The Cambridge History of Islamol. 2A (London: Cambridge University Press, 1987
182-207.

3 Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraah02.

% Ibid., 103-104. Endang Saifuddin Anshari menggamaiktilah “Nasionalis Islami” dan
“Nasionalis sekular” untuk menyebut kedua kelompeksebut, daripada istilah “Kelompok
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Ki Bagus Hadikusuma termasuk salah satu figur yaegyuarakan Islam
sebagai dasar negara bagi Indonesia merdeka, swlkoh-tokoh lain dari
golongan Islam. Secara implisit, Muhammadiyah digpg memiliki aspirasi
terhadap berdirinya apa yang disimpulkan oleh dahagprjana sebagai “negara
Islam,” meskipun anggapan ini tidak selalu mendapatjustifikasi dari bukti
historis yang ad& Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika terdapa
interpretasi yang menyatakan bahwa Ki Bagus Hadikasmerupakan seorang
figur ‘'ulama yang memiliki kecenderungan pada pé&lagaan Islam dalam politik
kenegaraan (formalisme).

Terlepas dari perdebatan yang belangsung dan komnprang dicapai
antara “golongan Islam” dan “golongan nasionalisgfngenai dasar negara, Ki
Bagus Hadikusuma merupakan ‘ulama Muhammadiyah yaeqiliki peran
penting dalam penyusunan Pembukaan Undang-Undasay QaUD) 1945 yang
dinilai akomodatif terhadap pluralitas bangsa Irefia, terutama dari segi agama.
Penggantian rumusan “Ketuhanan dengan kewajibanatagkan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya,” dengan rumusan “KetuhaWamg Maha Esa,”
dalam Pembukaan UUD, merupakan sumbangan pentir@aglis Hadikusuma
untuk menjembatani ketegangan yang tinfbul.

Tokoh ‘ulama Muhammadiyah yang juga terlibat dalpoiitik adalah

Islam” dan “Kelompok Nasionalis.” Lihat Endang Saiflin Anshari,Piagam Jakarta 22 Juni
1945(Bandung: Pustaka, 1981).

0 peacockGerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam diimesia 64.

“ Ma’arif menyimpulkan bahwa sejak ditetapkannya wsan sila “Ketuhanan Yang
Maha Esa,” seperti yang disepakati melalui kompratas peran penting Ki Bagus Hadikusuma,
“setiap usaha untuk mengubah Indonesia menjadiatehagara Islam pada waktu itu menjadi
tidak mungkin, karena hal itu berlawanan dengansttwsi yang baru diterima.fslam dan
Masalah Kenegaragrl09.
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Sutan Mansur. Sejak masih muda, Sutan Mansur teatunjukkan sikap politik
anti-kolonial. Dia tidak hanya berpandangan bahwbrkalisme tidak sesuai
dengan fitrah kemanusiaan, tetapi juga menyamakdonialisme dengan misi
penyebaran agama Kristepefidingdan missionary. Pada 1928, Sutan Mansur
memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonidmka yang menjalankan
Ordonansi Guru, yang melarang guru-guru agama Islaemgajar sebelum
mendapat izin mengajar dari pemerintah. Peraturanadlam pandangan Sutan
Mansur menghilangkan kemerdekaan menyiarkan agansatd pihak, dan di
pihak lain pemerintah Belanda akan memanfaatkaamal yang tidak memiliki
prinsip atau pendirian yang ku@t.

Sebagaimana tokoh Muhammadiyah sebelumnya, sédiruddin dan
Mas Mansur, yang terlibat dalam Sarekat Islam d&®9-an, Sutan Mansur juga
aktif dalam partai politik tersebut. Dia berhubumgdekat dengan tokoh-tokoh
utama, seperti Cokroaminoto dan Agus Salim. Nankamena ada kebijakan
disiplin partai yang tidak mengizinkan rangkap lggotaan, terutama untuk para
anggota Muhammadiyah, akhirnya Sutan Mansur kefiaar SI. Sutan Mansur
juga memiliki relasi politik dengan Sukarno. Ketikgada 1938 Sukarno
diasingkan oleh pemerintah kolonial ke BengkulutaSuMansur menjadi
penasehatnya dalam soal agama Islam. Selama madadp&an Jepang, Sutan
Mansur diangkat sebagai salah seorang anggata Sangi KadlanTsuo Sangi In
(semacam DPR dan DPRD) mewakili Sumatera Baratl&@eitu, sejak 1947

sampai 1949, dia diangkat oleh Wakil Presiden Mahadh Hatta menjadi Imam

2 RB Khatib Pahlawan Kayo dan Bakhtiar (ed&jpgrafi Buya Ahmad Rasyid Sutan
Mansoer : Dari Pergulatan ldeologis ke Penguataridaf (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
2009), 57.
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atau Guru Agama Islam untuk Tentara Nasional Insi@n€TNI) Komandemen
Sumatera, yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dengangkat Mayor Jenderal
Tituler.*®

Setelah pengakuan kedaulatan pada 1950, Sutan Madinsnta menjadi
penasehat TNI Angkatan Darat, yang berkantor dikikaBesar Angkatan Darat
(MBAD). Namun, dia menolak permintaan tersebut Rarbarus berkeliling ke
seluruh daerah di Sumatera untuk melaksanakan kegas Muhammadiyah. Dia
juga menolak permintaan Sukarno untuk menjadi e olitiknya pada 1952,
karena mengharuskannya pindah ke Jakarta, mes&lgumya bersedia menjadi
penasehat tidak resmi Sukarfo.

Keterlibatan Sutan Mansur dalam politik berlanjetika dia ditetapkan
sebagai Wakil Ketua Syura Masyumi Pusat oleh Kangrada 1952. Bahkan,
dalam Pemilihan Umum 1955, dia terpilih mewakili $fami sebagai anggota
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggdtastituante sampai
dibubarkannya majelis itu oleh Presiden Sukarnoapaf58. Ketika pecah
pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Rdpuiltionesia) di Padang
pada 1958, Sutan Mansur terlibat aktif dalam pedgoit politik itu —meskipun
dengan peran yang tidak terlalu besar- sebagaiubepérlawanan terhadap
kuatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI)$iakarnc*

Elite ‘ulama Muhammadiyah yang juga terlibat dalgnlitik ialah
Muhammad Yunus Anis. Pengetahuan keagamaan yanikaiga membawanya

kepada jabatan Kepala Pusroh Angkatan Darat Rdpuhllonesia (Imam

3 |bid., 58.
4 Lihat Biografi Buya Ahmad Rasyid Sutan MansdeX4.
4 bid.
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Tentara) pada 1954. Pembubaran Masyumi membawa implikasi yang buruk
terhadap umat Islam, karena umat Islam hampir ttdakakili di parlemen saat
itu, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon®RBR)?’ Dalam kondisi
demikian, Yunus Anis diminta oleh beberapa oraegegi A.H. Nasution, untuk
bersedia menjadi anggota DPRGR yang sedang disaietnPresiden Sukarno
sendiri. Kesediaannya menjadi anggota DPRGR sefggmanengundang banyak
kritik dari para pemimpin Muhammadiyah yang laiardna Muhammadiyah saat
itu tidak mendukung kebijakan Presiden Sukarno yawegnbubarkan Masyumi
dan bertindak secara otoritarian dalam menyusurgaagparlemen. Namun,
kritik tersebut dijawab bahwa keterlibatannya dal@®PRGR tidak untuk
kepentingan politik sesaat, tetapi untuk kepentingangka panjang, yaitu
mewakili umat Islam yang hampir tidak memiliki wbdti parlemen waktu itd®
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai kembafiaBunya Undang-
Undang Dasar 1945 menimbulkan berbagai peristinidippgang tidak sehat.
Manuver-manuver politik yang dilakukan oleh parpalitik, terutama Partai
Komunis Indonesia (PKI), sangat membahayakan bagdiki politik nasional.
Dalam situasi seperti ini, Yunus Anis terpilih sghiaKetua Pimpinan Pusat

Muhammadiyah periode 1959-1962 dalam Muktamar kdi¥bgyakarta.

4% SuratminH.M. Yunus Anis: Amal, Pengabdian dan Perjuanganfga

" Sikap politik sebagian besar aktivis politik Islgmada masa Demokrasi Terpimpin
adalah kritis terhadap kebijakan Presiden SukaAtdbatnya, kelompok idealis politik Islam
menjauhkan diri atau bahkan disingkirkan dari psgz®ses politik yang ada ketika itu. Meskipun
demikian, terdapat juga beberapa figur yang mengegitan hubungan baik dengan negara di
bawah Sukarno, termasuk dengan terlibat dalamrmarieyang dibentuk saat itu (DPRGR). Lihat
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan PrakRolitik Islam di
Indonesia(Jakarta: Paramadina, 1998), 158; lihat juga AhSgalfii Maarif, Islam dan Politik di
Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1@Gfgyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press,
1988); juga Deliar NoerPartai Islam di Pentas Nasional 1945-1965akarta: Pustaka Utama
Grafiti), 349-424.

8 SuratminH.M. Yunus Anis: Amal, Pengabdian dan Perjuanganf@a81.
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Relasi sosial politik Muhammadiyah dan ‘ulamanyamasuki masa-masa
paling krusial, ketika Muhammadiyah dipimpin olelhmad Badawi, seorang
‘ulama yang berpengaruh saat itu. Banyak anggothawmadiyah yang pernah
terlibat politik dalam Masyumi ketika itu menjadirget rezim Orde Lama dan
Komunisme. Bahkan, Muhammadiyah dituduh sebagaiPamtcasila dan anti-
Nasakom. Citra politik ini diciptakan sebagai akgitimasi bagi rejim untuk
menekan Muhammadiyah dan kaum ‘ulamanya.

Realitas sosial-politik ini memaksa Muhammadiyatitiat dalam urusan-
urusan politik-kenegaraan, meskipun Muhammadiyahrasae tidak leluasa
beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem pojisikg dibangun Sukarno.
Kebijakan Muhammadiyah untuk turut terlibat dalamsan-urusan kenegaraan
lebih dimaksudkan untuk mengurangi pengaruh keld&mgmmunis pada masa
Sukarno. Langkah politik ini akhirnya mendekatkam#ad Badawi sebagai elite
‘ulama Muhammadiyah dengan Sukarno, sehingga p888 Ahmad Badawi
diangkat menjadi penasehat pribadi Presiden datatssal keagamaan. Ahmad
Badawi memegang prinsip agama yang kuat, sehinggadidercaya mampu
mendekatkan hubungan Muhammadiyah dengan Sukanpa tmengorbankan
prinsip-prinsip ideologis yang dianut MuhammadijatBahkan, Sukarno tidak
jarang memerintahkan para menteri kabinetnya umekpertimbangkan nasehat

atau fatwa keagamaan yang diberikan oleh Ahmadwada

9 Kedekatan ini mengubah citra Muhammadiyah di n@aakarno sendiri dan poros
politik yang dia bangun (Nasakom). Setidak-tidaknkanfigurasi politik yang ada ketika itu
mulai memunculkan keseimbangan baru dan Muhammiadigak lagi dilihat secara negatif.
Bahkan, pada masa Ahmad Badawi, Soekarno dianugeddi Doktor Honoris Causa di bidang
IlImu Tauhid, meskipun pemberian gelar ini menimbulkpro-kontra di lingkungan ‘ulama
Muhammadiyah. K.H.A. Badawi, “Syukur Bung Karno Nemti Pengayom Agung,’Suara
Muhammadiyat{September-Oktober, 1965).
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Keterlibatan Ahmad Badawi dalam jabatan politikldjut, ketika pada
masa awal Orde Baru (1968) diangkat sebagai andget@an Pertimbangan
Agung (DPA), karena prestasinya sebagai elite Muhadiyah (1962-1965 dan
1965-1968) dan pengalamannya sebagai penasehatipRbesiden Sukarno di
bidang agama. Di DPA, Ahmad Badawi memberikan retskBpada Presiden
Suharto di bidang agama Islam. Namun, di lembagalian tidak terlalu aktif
memberikan nasehat, karena kondisi kesehatanngpsganakin melemat?.

Selain Ahmad Badawi, elite ‘ulama Muhammadiyah yaremiliki relasi
politik relatif luas dan intensif ialah Fagih Usmadarir politiknya dimulai dari
tingkat lokal sampai nasional. Dimulai dengan dkitsihya dalam MIAI pada
1937, Fagih Usman kemudian terpilih menjadi angdoéwan Kota Surabaya
selama 1940-1942. Pada 1945 dia menjadi anggotat&dwasional Pusat dan
Ketua Komite Nasional Surabaya. Dia memberikan fdmunsi penting dalam
pembentukan Masyumi yang didirikan pada 7 Noperiibdb melalui Muktamar
Umat Islam di Yogyakarta. Mulai 1952 sampai dibllbanya Masyumi oleh
Sukarno pada 1960, Fagih Usman merupakan elitgodeai Islam tersebut.

Karena modal religio-intelektual dan modal politigng dimiliki, Faqih
Usman dipercaya untuk menjabat Menteri Agama padaanKabinet Halim
Perdanakusuma sejak 21 Januari 1950 sampai 6 Septdi950. Pada 1951 dia
ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama Pusat. $ipadisk di tanah air yang
tidak stabil saat itu menyebabkan susunan kabatahjbangun. Dia kemudian

dipercaya kembali menjabat Menteri Agama pada rkabanet Wilopo sejak 3

*0 Ensiklopedi Muhammadiya#7.
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April 1952 sampai 1 Agustus 1953.

Fenomena terpilihnya Fagih Usman sebagai Menteanfayyang kedua
kalinya menimbulkan konflik politik antara Masyundian NU. K.H. Abdul
Wahab Hasbullah yang merupakan tokoh NU menuntat ggpatan Menteri
Agama diberikan kepada unsur NU. Namun, setelattaien pemungutan suara,
ternyata Fagih Usman (wakil dari Masyumi) yang itdrpHal ini mempengaruhi
peta politik Islam, karena akhirnya justru memppatgroses keluarnya NU dari
Masyumi pada 195%

Selepas dari jabatan Menteri Agama, Fagih Usmap tduduk sebagai
anggota aktif Konstituante, di samping jabatanmgfaagai pegawai tinggi yang
diperbantukan pada Departeman Agama sejak |1954adgaebkalah seorang tokoh
Masyumi, dia terlibat aktif dalam resolusi konfigolitik dalam negeri. Hal itu
terlihat menjelang meletusnya gerakan PemerintaRaxolusioner Republik
Indonesia (PRRI) di Sumatera Utara. Bersama demdaimammad Roem, dia
berusaha menjadi mediator untuk mendamaikan kordiitara PRRI dan
pemerintah pusat saat itu. Dia berusaha menemansskannya di Masyumi
yang terlibat dalam kegiatan PRRI, seperti Muhammiadsir, Burhanuddin
Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara, untuk memgkaih masalah politik yang
timbul sebagai faktor penyebab terjadinya peranglaa tersebut. Upaya ini
tidak membawa hasil yang memuaskan, atau bahkaat dégnggap gagal. Dia

akhirnya kembali ke Muhammadiyah, sampai pada D96&caya sebagai ketua,

*! Darso Josopranoto, “KHM Fakih Usmarlmanak Muhammadiyah 19788-105.

%2 Josopranoto, “KHM Fakih Usman,” 88-105. Sejak 8riA952, NU keluar dari
Masyumi dan menjadi partai politik tersendiri. Lihmisalnya Martin van BruinesseiNU:
Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana B&ii+62.
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meskipun hanya dalam waktu yang sangat singkankameninggal dunf&.

Relasi Muhammadiyah dan politik pada masa Orde Baai tidak dapat
dipisahkan dari figur Djarnawi Hadikusuma, yangcé&tat sebagai anggota
DPRGR/MPRS. Bahkan ketika dibentuk Partai Muslinmdonesia (Parmusi)
atas inisiatif Muhammadiyah, Djarnawi diangkat ggbeketua umum Parmusi.
Setelah Mohammad Roem yang terpilih dalam kongdeg November 1968)
tidak direstui oleh Pemerintah Orde Baru, Djarnd&embali menjabat ketua
sampai H.J. Naro melakukan kudeta pada 17 Okt@B&0. Selepas konflik
politik di tubuh Parmusi, Djarnawi sepenuhnya metldan diri dalam
Muhammadiyat??

Relasi sosial politik yang diuraikan di muka menggarkan pasang surut
hubungan elite Muhammadiyah dengan ranah politk Benegaraan maupun
kepartaian. Terdapat hubungan timbal balik dan &ahsaling mempengaruhi
antara dinamika politik dan sikap atau pemikiraditipoelite Muhammadiyah
yang kemudian tampak dalam beberapa khittah poblting dirumuskan.
Meskipun kaitan politik dalam beberapa kasus barsipersonal, tetapi

implikasinya terhadap kebijakan persyarikatan dahg politik relatif signifikan.

* pada paruh kedua 1960-an, bersama beberapa tokitk Blasyumi, seperti Hasan
Basri (yang kemudian menjadi Ketua Umum Majelisrilalndonesia) dan Anwar Haryono (yang
kemudian menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Imdta) mengirim nota politik kepada
Pemerintah Orde Baru. Nota politik ini dikenal dangdNota K.H. Fagih Usman,” yang meminta
Pemerintah Orde Baru untuk merehabilitasi Masyumeskipun usaha ini menemui kegagalan.
Lihat “K.H. Fagih Usman,”Suara Muhammadiyal{Oktober I-l1l, 1968); Josopranoto, “KHM
Fakih Usman,” 88-105.

> Lihat Ensiklopedi Muhammadiyafi25-128.
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Basis Sosial, Intelektual-Keagamaan
Sebagian ‘Ulama Elite Muhammadiyah Periode Pertendaan

Ulama Elite Basis sosial Basis dan relasi Relasi sosial-politik
intelektual-keagamaan
Ki Bagus Kauman, Pesantren tradisional; Sarekat Islam; Partai
Hadikusuma Yogyakarta | Otodidak: karya-karya Islam Indonesia; Anggotd
(1890-1954) ‘Abduh, Rida, lbn BPUPKI
Taymiyyah
A.R. Sutan Santri, Inlandsch Schoobelajar Sarekat IslamJsuo Sangi

Mansur (1895-
1985)

Minangkabau

agama di bawah bimbingan
Haji Rasul (Abdul Karim
Amrullah).

Kai danTsuo Sangi In
(DPR dan DPRD);
penasehat agama
Sukarno; penasehat
agama TNI; Masyumi,
KNIP

M. Yunus Anis | Kauman, Sekolah Rakyat Kepala Pusroh (imam)
(1903-1979) Yogyakarta | Muhammadiyah, Yogyakartd, TNI; anggota DPRGR
Sekolah Al-Atas, dan Sekolgh
Al-Irsyad di Batavia
Ahmad Badawi | Kauman, Pesantren Lerab Penasehat TNI AD; Waki
(1902-1969) Yogyakarta | Karanganyar; Pesantren Ketua Syura Masyumi,

Termas Pacitan (KH.
Dimyati); Pesantren Besuk,
Wangkal Pasuruan; Pesantr
Kauman; Pesantren Pandea|
di Semarang; Madrasah
Muhammadiyah atau
Standaarschoo|SD)

KNIP dan Konstituante;
liPenasehat Presiden
piSukarno; Anggota DPA
nOrde Baru;

Fagih Usman
(1904-1968)

Santri, Gresik

Pesantren di Gresik

MIAI, KNIP Suagd,
Konstituante (Masyumi),
Menteri Agama

A.R. Fakhruddin | Santri, Standaard School, Non-politik
(1916-1995) Yogyakarta, | Mu'allimin Muhammadiyah,
non-Kauman | Tabligh School

Muhammadiyah
R. Hadjid (1897-| Kauman, Mekkah; pesantren JamsarenKonstituante (Masyumi)
1977) Yogyakarta | pesantren Termas, Madrasah

al-Attas Batavia, mengaji di

bawah K.H. Ahmad Dahlan
Wardan Kauman, Pendidikan Muhammadiyah; Non-politik
Diponingrat Yogyakarta | Pesantren Jamsaren
(1911-1990)
Djarnawi Kauman, Pendidikan Muhammadiyah | DPRGR/MPRS; ketua
Hadikusuma Yogyakarta | mulai taman kanak-kanak

(1920-1993)

sampai tingkat menengah at

Partai Muslimin Indonesi
agParmusi) T
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B. Pemikiran Keagamaan (Teologi) Purifikasionis

Dominasi peranan ‘ulama dalam kepemimpinan Muhanyahdpada
periode pertengahan mempengaruhi berkembangnyip@mkeagamaan yang
didominasi tema-tema teologisaidah) dan juristik {igh). Namun, ini juga tidak
terlepas dari sifat Muhammadiyah sebagai gerakamalskeagamaan Islam.
Dominasi temdagidah tampak pada wacana tentang pemberantasan paham dan
praktik keagamaan yang cenderusbirk, bid‘ah dan khurafat. Sedangkan
orientasi fighiyyah tampak pada menguatnya peranan ‘ulama melalui liglaje
Tarjih dalam memproduksi dan mereproduksi fatwa g@atusan yang berkaitan
dengan hukum suatu masalah keagamaan. Sebagiaratesaatau putusan yang
berkaitan denganibadah dan masalah-masaldighiyyah lainnya dikeluarkan
oleh Majelis Tarjih dalam rentang periode perterggaini.

Kenyataan ini dapat disebut sebagai bentuk kesinagdan ¢ontinuity)
dari tema-tema pemikiran yang berkembang sebelunsgerti isu pentingnya
perbaikan iglah) dalam paham dan praktik keagamaan umat Islampeaigaruh
shirk atau bid‘ah. Tendensi ini tidak dapat dihindaardna kebanyakan ‘ulama
Muhammadiyah pada periode itu berlatar belakangigdéan keagamaan, seperti
pesantren tradisional, pendidikan Timur Tengah (hdhkatau Mesir), pendidikan
yang dikelola oleh masyarakat keturunan Arab (sepkfAttas atau al-Irshd,
dan pendidikan keagamaan di madrasah Muhammaderatirs Bahkan, untuk

beberapa periode jabatan ketua Muhammadigakefning elitg¢ dipegang oleh
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‘ulama yang pernah menjabat elite (ketua) Majelaiifi>®> Konteks sosial-
keagamaan turut mempengaruhi menguatnya orientsummian‘agidah, dan
perumusan pedoman keagamaan praktis, yang terutemgangkut pengamalan
‘ibadah menurut ajaran al-Qureadan al-Sunnah.

Tendensi ini tampak, baik pada pemikiran keagamadividu-individu
‘ulama Muhammadiyah maupun dalam pemikiran resmh&fomadiyah. Seperti
akan tampak nanti, tidak terlalu keliru jika dikeda bahwa pemikiran keagamaan
dalam Muhammadiyah selama periode pertengahan reergdbercorak dogmatis
dan juristik, atau secara umum skolastik. Namun ikiam berkembang pula
wacana religio-politik dan pemikiran tentaaghlag yang sampai taraf tertentu

dapat disamakan dengan tasawuf, tetapi tidak daértuknya yang terlembaga.

1. Purifikasionisme‘Aqgidah

Di antara ‘ulama Muhammadiyah yang sezaman dengas Mansur
adalah Ki Bagus Hadikusuma. Karir religio-inteleMiwya sesungguhnya sudah
dimulai sejak 1930-an, ketika dia menghasilkan &dgrya keagamaannya,
sepertiRisalah Katresnan DjatilanPoestaka Iman® Dalam karya-karya tersebut
tampak pemikiran Ki Bagus Hadikusuma lebih cendgrurkepada

purifikasionisme ‘agidah Dalam Risalah Katresnan Djati ,1 misalnya, dia

%5 Figur-figur, seperti Mas Mansur, Ki Bagus Hadikensy Fagih Usman (Majelis Tarjih
Jawa Timur), dan Ahmad Azhar Basyir, pernah menj&btua Majelis Tarjih sebelum terpilih
menjadi ketua Muhammadiyah pada masanya masingigiasi

*% HadikoesoemaRisalah Katresnan Djati {Djokja: Persatoean, 1935). Pada judul karya
ini ditulis: “Mratelakaken pangoepakaraning majiarh ingkang modern. Prasadja, Tata, Moelja.
Wawaton Al-Qoeréan lan Hadits.” Sementara Risalah Katresnan Djati $Djokja: Persatoean,
1935) memuat penjelasan tentasajat istikhaah, do‘a dandhikr, dan shafdat, baik yang
dianggap bernuansshirk maupun yang mencerminkdawhd, berdasarkan al-Qumradan al-
Hadith.
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menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengagupsan orang mati,
mulai semasa sakit sampai meninggal, mensucikam€maméikan, mensalati,

mengangkat, dan kemudian menguburnya. Karya i jungmuat persoalan yang
berkaitan dengan masalah kubur, menangisi orang(mwéhah), melayat orang

mati (a‘ziyah) dan masalah “sidgahan” ataslametan untuk orang mati.

Penjelasan yang dia buat dalam karya tersebut aticdas pada teks-teks al-
Quran dan Fadith Nabi.

Ki Bagus Hadikusuma menyatakan bahslametan (sidgahah untuk
orang yang sudah mati termasuk amalan yang dilapéely agama. Al-Quria
menurutnya, tidak mengajarkan, sedangkan Nabi Mufeardan para sahabatnya
juga tidak mengajarkan amalan tersebut. Bahkakubgwul untuk makan-makan
di rumah orang yang mati setelah yang bersangldikamur tergolong perbuatan
niyahah, yaitu menangisi orang mati, yang dilarang olebnaa’’ Apalagi, jika
slametantadi ditentukan harinya, atau jenis barang yasgakkahkan dan dengan
ritus-ritus yang ditentukan, semuanya -dalam pagaarkKi Bagus Hadikusuma-
termasuk bid‘ah yang dilarang oleh Islam. Dia bedazgan bahwa tradisi
slametanberasal dari tradigahiliyyah (animisme, Hinduisme atau Budhisme)
yang dipandang tidak absah untuk dilaksanakan. lipakadibungkus dengan

tahlil atau do‘a berbahasa Arab yang seolah-olah Isl@tap saja hal itu tidak

*" Ki Bagus mendasarkan faham keagamaan ini padatHsebi yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan Ibn Miah dari Jari ibn ‘Abdillah: “Kunna na‘uddu al-ijtima ila” ahl al-mayyit, wa
sun‘ahum al-&‘ama ba‘'da dafnihimin al-niydah.” (Kita menganggap perkumpulan di rumah
orang yang ditinggal mati keluarganya dan pembuatakanan setelah penguburannya termasuk
niyahah —menangisi orang mati). HadikoesoerRasalah Katresnan Djati 135-36. Ki Bagus
mendasarkan faham keagamaan ini pada Hadith Naiy gaiwayatkan oleh Afmad dan lbn
Majah dari Jan ibn ‘Abdillah: “Kunna na‘uddu al-ijtimad ila” ahl al-mayyit, wa gn‘ahum al-
ta‘ama ba‘da dafnihimin al-niydah.” (Kami menganggap perkumpulan di rumah orang yang
ditinggal mati keluarganya dan pembuatan makantalasepenguburannya termasuiyahah —
menangisi orang mati).
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boleh dilakukan, lebih-lebih jika rituslametandilakukan dengan berutang atau
dengan menggadaikan barafg.

Dalam Risalah Katresnan Djati ,3Ki Bagus Hadikusuma menerangkan
masalah “al-Sjafangat’a(-shafaah). Menurutnya, persoalashafdah merupakan
tema yang sangat penting, karena pemahaman yaalgh&har tentanghafdah
akan menyebabkan tindakairk yang dilarang oleh agama. Menurutnya, di
kalangan kaum Muslim, pemahaman tentahgfdah telah bercampur antara
yang benarhliagg dan yang salahoétil), antara yangawhd dan yangshirk. Ki
Bagus Hadikusuma menekankan pentingnya budi yanghjehati yang lapang,
pikiran yang panjang dan akal yang halus untuk nham& masalalshafdah
sesuai dengan ajaran al-Qurdan al-Hadith.>®

Dalam pemahamannya terhadap teks-teks al-Quiten al-Fadith yang
berkenaan dengahafdah,®® Ki Bagus Hadikusuma menegaskan balshafaah
hanya milik Allah. Tidak ada siapapun selain Ali@ng bisa membeghafaah.
Karena itu,shafdah yang berasal dari selain Allah tidak akan diteridd@aminta
shafdah kepada selain Allah termasuk perbuathitk. Jika ada selain Allah yang

memberishafdah, mereka itu adalah para malaikat atau para Nabiedemereka

%8 Ki Bagus Hadikusuma menulis: “Déné toemrape woasyipahan, ora kena arep gawé
kekoempoelan mangan sapitoeroeté, marga ikoe lelRljachah. Lan manéh wong kasripahan
maoe, doedoe wong kang oléh kesenengan, anangiteh mampa kasoesahan, kang perloe
dipitoeloengi. Loewih-loewih teomrapé wong melaratLan maneh kang prajoga toemrapé wong
kasripahan maoe, sawoesé rampoeng anggoné nandadfibé sing mati, énggal nindakna
panggawéjané maneh kaja déné adaté. Ora soesalygngdisesoewé anggoné ngrasakaké
soesahé lan ora perloe ndadak ngétok-étokaké letsmes maoe. Loewih-loewih manawa moeng
paméran kanggo patoet-patoet waé, ikoe ora paitiesakaké wong Moe’min kang wedi ing
Allah.” HadikoesoemaRisalah Katresnan Djati,137-38.

%9 HadikoesoeméRisalah Katresnan Djati 8Djokja: Persatoean, 1935), 56-67.

0 Ayat-ayat al-Qura yang dijadikan oleh Ki Bagus Hadikusuma sebagasad
pemahamannya tentaspafdah adalah: Yaus (10): 18; al-Bagarah (2): 255; al-Zumar (39: 4
44; Saba’ (34): 23; al-Anfa (6): 51; al-Najm (53): 26; al-Sajdah (32): 4;s¥a(36): 23; al-
Anbiya 21): 26-28; al-Bagarah (2): 48, 123, 254. LiRasalah Katresnan Djati,37-60.
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mendapat ijin dari Allah, dan hanya bisa dilakukamuk orang yang sudah
mendapat rid Allah pula®™

Menurut Ki Bagus Hadikusumahafdah dapat diberi dua pengertian:
pertama “sawab” atau pertolongan kekuatan ghaib, Kedua do‘a (vekasai
“Sawab” atau pertolongan kekuatan ghaib, menurutBdgus Hadikusuma,
merupakan bentukhafdah yang cenderunghirk dan dilarang oleh al-Qumra
Pemujaan dan do‘a kepada benda-benda atau makélaik #\llah, memohon
“sawab” atau pertolongan agar sukses dalam pekerflemn kaya termasuk
shafdah yang dilarang, dan karena itu pelakunya tergofonghrik®

Sedangkan do‘a merupakan bentsikafdah yang dibenarkan oleh al-
Quran. Do‘a adalah bentukhafdah yang didasarkan padawhd dan akan
memberikan kemuliaan kepada orang yang melaksang&aiMenurut sebuah
hadith, seperti dikutip Ki Bagus Hadikusuma, Nabi Mulmaad akan memberikan
shafdah kepada umatnya yang telah direstui oleh Allahltiirat nanti. Selain
itu, do‘a akan menjadi “jurshafdah” yang pentind® Karena itu, jika seseorang
mengharapshafdah, maka hal itu harus dilakukan hanya kepada Alliika

seorang mintashafdah kepada selain Allah, maka dia termasukshrik yang

®1 Berdasarkan ayat-ayat al-Quraang dikutip untuk mendukung argumentasinya, Ki
Bagus Hadikusuma menyatakan sebagai berikut: “Rajeg sadjaké ngemperaké ananing
sjafangat lan djoeroe sjafangat: jaikoe para Malaian para Andika Nabi kang moelja-moelja.
Ananging bisane njafangati, ija sawisé dililani idgnAllah, lan bisané maoe ija moeng marang
wongkang wis diparengaké sarta direnani dening hAlliabéh sjafangat ikoe moeng
kagoenganing Allah Lan djoeroe sjafangate kang diagedjati), ija moeng pandjenengane
pijambak. Dene para kawoelaning Allah, kang moelfja@angka kanggo ngetokake kamoeljane
maoe ana ngarsaning Allah lan ana sangarepe woglg, akanawa wis dililani dening Allah,
kapareng njoewonake sjafangat maoe, kaparingakangawvong kang wis diparengake sarta
direnani dening Allah.Risalah Katresnan Djati,360-61.

%2 Risalah Katresnan Djati,362.

%3 |bid.
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tidak akan dapat menerinshafdah dari kekasih Allah, seperti malaikat dan Nabi
Muhammad®*

DalamPoestaka ImanKi Bagus Hadikusuma membahas tentang masalah
keimanan (rukun iman yang enam), dan sejarah Naliidvhmad yang mengisi
porsi terbesar dari karya tersebut. Siswanto Masn@nyebut karya itu lebih
menyerupai karya sejarah, ketimbang karya tentaram i(‘agidah).®> Sementara
itu, Poestaka Hadilima jilid) berisi pemikiran keagamaan di bidaimgan dan
amal. Dalam karya ini Ki Bagus Hadikusuma mengaiypt-ayat al-Quria dan
menyebutkan terjemahannyRoetaka Islam(terbit pada 1940) berisi pemikiran
keagamaan Ki Bagus Hadikusuma tentang rukun Islamiilbadah berdasarkan
al-Qur'an dan al-Hadith %

SedangkarPoestaka lhsarfterbit pada 1941) menggambarkan pemikiran
keagamaan Ki Bagus Hadikusuma di bidadplag. Dalam karya ini tampak
kecenderungan sufistiknya, dalam pengertian pemtakieseimbangan hidup
material dan spiritual. Model tasawuf yang dikenddam oleh Ki Bagus
Hadikusuma lebih berakar pada tradisi pengembargain pekerti yang baik
(akhlag) dan pembentukan jiwa yang mengarah kepada kebatldak dalam
pengertiarzuhdatau dalam bentuk tarekat sufi tertetitu.

Perhatian pada masalah keimanaagiflah) juga tampak pada karya
nukilan yang dibuat oleh Ahmad Badawi terhadapbk®au‘ab al-man yang

ditulis oleh Abu Bakr Ahmad ibn Hisayn al-Bayhaqi(w.458/1065), dan

64 1jai
Ibid., 64.
% Siswanto MasruriKi Bagus Hadikusuma: Etika dan Regenerasi Kepenniamp39.
66 H
Ibid.
*"bid., 41.
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diikhtisarkan oleh Shaykh Abda‘far ‘Umar al-Qazwii (w.699/1299). Kitab
tersebut dinukil oleh Ahmad Badawi (w.1969) ke dalbahasa Jawa. Kitab ini
diterbitkan untuk pengajian Muballighin Muhammadhydi Yogyakarta, dan
menjadi pedoman bagi mubaligh Muhammadiyah dalataksanakamla‘wah®®
Kitab tersebut berisi uraian tentang cabang-cabaramy, disertai dasar-
dasarnya dari al-Quradan al-Hhdith. Disebutkan bahwa iman memiliki tujuh
puluh tujuh cabang. Tingkatan tertinggi dari imalaih ucapaha ilaha illa Allah
(tiada Tuhan selain Allah), sedangkan serendahatengh ialah menyingkirkan
barang yang membahayakan di jalan. Juga dinyatai&hwa rasa malu termasuk
salah satu cabang im&hKetujuh puluh tujuh cabang iman itu meliputi aspek
aspek yang sesungguhnya secara tradisional diggaut iman yang enam, rukun
Islam yang limaakhlay, mu‘amalahdanjihad.”® Pandangan demikian merupakan
penafsiran terhadap &u al-Hajj (22): 78, Swat al-Tawbah (9): 123, %at al-

Anfal (8): 65/*

% KHA Badawi, Ringkasan Sju’abul-iman (Beberapa Tjabang Imdbisalin ke dalam
Bahasa Indonesia oleh Rachmat Q. (Jogjakarta: AiaMmadiyah, 1971).

% bid.,, 3. Dinyatakan‘al-l man bidun wa sab‘tna shu‘bah fa afdluhagawlu lailaha
illa”Allah wa adnhaimatat al-adha‘an al-tariq wa al-tayd shu‘bah min al-man.”

0 Dalam masalajihad misalnya, kitab ini menyatakan bahwa perang itunareg harus
berlaku di dunia ini. Bila tidak karena membelaragakarena membela dagangan atau membela
rakyat atau kebangsaan. Jadi sudah sepatutnya ag@merintahkan perang itu, tetapi untuk
membela agama, bukan karena keduniaan. Yang demikia untuk menguatkan dakwah.
Ringkasan Sju’abul-Imar23-25.

" Ringkasan Sju'abul-lIman3. Dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w. ditanya:
“mana ‘amal yang lebih utama?” Jawab Nabi: “Imapdda Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi:
Lalu apa lagi? Jawab Nabi: Perang untuk membelam@&gAllah”. Ditanya lagi: Lalu apa lagi”
Jawab Nabi: “Ibadah haji yang diterima di hadapamah.” “Su’ila Rasdullah, ayy al-A'ma
afdal? Qda: al-lman billah wa rasliihi. Fagia: thumma mdha? Qda: al-jihad fi sablillah.
Qila: thumma meha? Qda: hajj mabru.” (al-Bukhai dan Muslim).
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2. MasalahQada’ dan Qadar

Masalah-masalah teologis yang pernah timbul dalamikran teologi
klasik sebetulnya tidak terlalu menonjol sebaganaeperdebatan di kalangan
‘ulama Muhammadiyah. DalanKitab al-lman yang menjadi bagian dari
keputusan Majelis Tarjih disebutkan hal-hal yangkéigan dengargada’ dan
gadar, yang dikaitkan dengan perbuatan manusia. Datimpunan Putusan
Tarjih dinyatakan: “Adapun segala sesuatu yang dilakukanusia itu segalanya
atas gadla dan gadar-Nya. Sedang manusia senadya ftpat berikhtiar. Dengan
demikian segala ketentuan adalah dari Allah damaisamlalah bagian manusia.
Perbuatan manusia ditilik dari segi kasanya dinamdiasil usaha sendiri. Tetapi
ditilik dari segi kekuasaan Allah perbuatan manitsiadalah ciptaan Allah’®

Dalam dokumen tersebut juga dinyatakan: “Kita wagjércaya bahwa
Allah-lah yang telah menciptakan segala sesuatn,@a telah menyuruh dan
melarang. Dan perintah Allah adalah kepastian ygeigh ditentukan. Dan
bahwasanya Allah telah menentukan segala sesubgluse Dia menciptakan
segala kejadian dan mengatur segala yang ada demgeyetahuan, ketentuan,
kebijaksanaan dan kehendak-Nya. Adapun segala gidakukan manusia itu
semua atas gadla dan gadar-N{&a.”

Dari pernyataan tersebut di atas, setidak-tidakitem@apat tiga hal:
pertama perbuatan manusia bergantung pgdal’ dan gadar atau ketentuan
yang telah ditetapkan oleh Tuhakedua manusia tidak berhak menentukan

perbuatannya, dia hanya dapat berusdeiga perbuatan ditinjau dari sisi

2 Himpunan Putusan Tarjif.9.
3 Ibid.
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manusia adalah merupakieasbbaginya, sedangkan dari sisi Tuhan ia merupakan
ciptaan. Pernyataan tersebut dalam pengertian usangat bernada Ash‘ariyyah,
lebih-lebih dengan penegasan bahwa segala perblUakemlah yang menentukan
dan manusia hanya dapat berusaha atau berikhgamydaan singkat tersebut
menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan raarsg$iingga meskipun
dia memiliki bagian berupa usaha atau ikhtiar, ramsaha atau ikhtiar tersebut
tidak berpengaruh pada ketentuan Tuhan. Dengankdemipaham teologi ini
menggambarkan kekuasaan dan kehendak mutlak Tudran menentukan dan
menetapkan segala perbuatan mantffsia.

Seperti telah disebut di muka, Mas Mansur menyatddehwa kehendak
manusia sebenarnya adalah kehendak Tuhan dan apapgmlilakukan manusia
semuanya merupakan refleksi dari kehendak Téhdfarena itu, jika Mas
Mansur mengaitkagad®® dangadar dengarsunnahAllah,’”® maka Sutan Mansur
cenderung mengatakan bahwa percaya kepadar adalah beriman sepenuhnya
kepada seluruh ketentuan dan keputusan yang teéatiukan Allah dengan pasti.
Sebagai makhluk Allah, manusia hanya menjalaniriteen yang telah ditetapkan
Allah. Hal ini disimpulkan oleh Lubis sebagai baaoAsh‘ariyyah’’

Sutan Mansur berpendapat bahwa ketentuan dan patefBuhan yang
telah pasti tidak mengharuskan orang bertawakkal mi@nyerah sepenuhnya

kepada Allah. Namun, orang harus bekerja dan béraarga mempersoalkan

" Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad ‘Abduh: SuatdiS
Perbandingan(Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 42.

> Mas Mansur, “Filsafat Doa,K.H. Mas Mansyur Pemikiran Tentang Islam dan
Muhammadiyahed. Amir Hamzah W. (Yogyakarta: YP2LPM, Hanindt886), 72.

® Mas Mansur, “Filsafat Do’a,” 75.

" A.R. Sutan Mansudihad (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), 145.
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gadarapa yang ditentukan oleh Tuhan untuk dirinya. dikeang mempertanyakan
gadar, menurut pendapatnya, hal itu akan merusak imakepadagadar. Di
sinilah letak kesulitan memahami pendapat SutansMiadan paham-paham lain
yang sependapat dengannya. Di satu sisi, orang maempercayai bahwa nasib
dirinya telah ditentukan, dan hal ini menunjukkatidkak-berartian dari perbuatan
apapun yang dilakukan. Namun, di sisi lain dia baberbuat, meskipun dia
mengetahui bahwa perbuatannya tidak akan mempdngapa yang telah

ditentukan oleh Allat®

3. Kembali Kepada al-Qur'an dan al-Hadith

Slogan yang selalu muncul dalam gerakan pembaraanparifikasi ialah
kembali kepada al-Quradan al-tadith atau al-Sunnahal-ruju’ ila” al-Qur'an
wa al-Sunnah Ungkapan ini sering dikaitkan dengan gagasarmamgnisiah
(perbaikan) damajdid (pembaruanj? Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit,
slogan ini sebetulnya telah tampak dalam berbatgiatlur keagamaan yang
ditulis oleh ‘ulama Muhammadiyah generasi awal. &agdema pemikiran yang
berpusat padelah terhadap praktik keagamaan yang tidak terdapttikasinya
dari al-Qur'aa dan al-Fhdith menunjukkan kuatnya pengaruh slogan tersebut
dalam wacana keagamaan Muhammadiyah. Terdapatikewanengajak umat

Islam kembali kepada al-Qurialan al-Sunnaf?.

8 Arbiyah Lubis,Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad ‘Abdét

" John O. Voll, “Renewal and Reform in Islamic HistoTajdid and Islah,” dalam
Voices of Resurgent Islared. John L. Esposito (Oxford: Oxford Universitess, 1983), 35.

8 K. R. Hadji Hadjid, “al-Bid‘ah,”Suara Muhammadijafh (Maret 1958), 12-16.
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Munawar Chalil (1908-1961), yang pernah menjadgatg Majelis Tarjih
Muhammadiyah, meskipun lebih menonjol sebagai ‘alaPersatuan Islam
(Persis), menekankan posisi penting dari al-Qudan Sunnah Nabi dan generasi
awal Islam. Karena itu, dia menegaskan pentingeyabali kepada al-Qunadan
al-Sunnah (1956} Chalil menyatakan bahwa praktifglid dan kepengikutan
terhadap madhhab harus ditinggalkan. Sebagai gantivarus dilakukarjtinad
karena pintuijtihad tetap terbuka. Dia juga menganjurkifiiba’ sebagai ganti
dari taglid buta. Dia menilai bahwa pemahaman yang kreatifagap sumber
otentik Islam harus terus dilakukan untuk menungukkesesuaian ajaran Islam
untuk seluruh umat manusia di sepanjang zamanmBiggkritisi pandangan yang
menyatakan bahwa hanya pengikut madhhab Ash‘arigi@ah Sh&'iyyah saja
yang dapat disebut sebagai Ahl al-Sunffah.

Senada dengan pengertian itu, Hamka dalafsr al-Azhar mengaitkan
“kembali kepada al-Quriadan al-Sunnah” dengdajdid, yaitu mengembalikan
masalah kepada hukum atau ketetapan dalam al+Qd&a al-Sunnah. Menurut
Hamka, terdapat dua pendapat mengenai “kembalidiee@dQur'a dan al-
Sunnah” itu: yang pertama mengartikannya secafahasedangkan yang kedua

mengacu kepada makna substansiaflya.

81 |ihat Munawar ChalilKembali Kepada al-Qur'an dan As-Sunnébjakarta: Bulan
Bintang, 1956).

8 Dalam studi kritisnya tentang Moenawar Chalil, faoHamim mempertanyakan
validitas metodologitihad yang digunakan oleh Chalil yang dipandang tidakngertimbangkan
kapasitas intelektual kebanyakan kaum Muslim. Liffdoha Hamim, “Moenawar Chalil's
Reformist Thought: A Study of an Indonesian Religicscholar (1908-1961),” (Disertasi Doktor,
McGill University, 1996), 3; lihat juga Fauzan Sal&odern Trends in Theological Discourse in
20" Century Indonesia: A Critical Survéyeiden: Brill, 2001), 80.

8 Misalnya soajilbab (al-Ahzzb, 59), yang secara harafiah harus menutup selajahw
dan tapak tangan. Sedangkan secara substansianiyp ialah agar tidak diganggu. Dalam hal
ini, aurat memiliki dua tingkatan: aurat kecil daurat besar.



145

Sementara itu, A.R. Fakhruddin juga menekankanimgmga “kembali
kepada al-Qufia dan al-thdith.”®* Dia mengutip ayat-ayat al-Qurayang
memerintahkan kaum Muslimin untuk menaati Allah dasul-Nya, dengan
mengikuti al-Qura dan al-Sunnah. Menurutnya, tidak ada ayat-ayatgya
menyuruh umat Islam untuk mengikuti pendapat sesgprkarena pendapat
seseorang, termasuk ‘ulama, harus diuji kebenaeadenpgan al-Quriadan al-
Hadith 2 Dalam konteks ini, A.R. Fakhruddin mereproduksigengan mengenai

Islam murni yang “tidak campur dengan bid‘ah, kiiatraan takhayul®

4. Masalah Bid‘ah

Sejarah pemikiran keagamaan (religio-intelektualaoch Muhammadiyah
pada periode ini diwarnai oleh tema pemberantasdiahbdan khurafat yang
cenderung kepadshirk®’ Tema-tema ini terkait dengan slogan “kembali kepad
al-Qur'an dan al-Sunnah” di atas, dan sesungguhnya telafjpthgperhatian dari
‘ulama Muhammadiyah sebelumnya, seperti Mas Mangan Ki Bagus
Hadikusuma. Dalam konteks ini, terlihat adanya kantas dalam reproduksi
pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah, baik ydagutkan oleh individu

‘ulama maupun yang kemudian diformulasikan dalakuden resmi organisasi.

8 A.R. FakhruddinKembali Kepada al-Qur'an dan al-Hadi¥ ogyakarta: t.p., 1970).

% Ibid., 6-7. Misalnya St al-Hashr (4): 7 menyatakan: “Apapun yang didatangkeh ol
Rasulullah (Muhammad) kepada kamu maka ambillah, agmpun yang dilarangkan oleh Rasul
kepada kamu dari padamu maka hentikanlah. Taqwaatu kepada Allah, sesungguhnya Allah
itu Maha Hebat siksanya.”

8 A.R. FakhruddinMuhammadiyah Menuju Masa Mendataftpgyakarta: t.p., t.t.).

87 Hamka, “Orthodox dan ModernisasPanji Masyarakatl, 2 (1 Juli 1959), 24. Lihat
juga H.A. Badawi, “Bid’ah dan Churafat Jang Merusgauhid.” Almanak Muhammadijah22
(1961-1962), 51-52; Djarnawi Hadikusumahlussunnah wal Jamaah Bid’ah Khurafat
(Yogyakarta: Persatuan, t.t.), 23-24;
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Dalam pemikiran formal Muhammadiyah, seperti rumusayakinan dan
Cita-Cita Hidup Muhammadiyal{1968), dinyatakan bahwa persyarikatan ini
“bekerdja untuk tegaknya ‘agidah Islam yang mubasih dari gedjala-gedjala
kemusjrikan, bid‘ah, churafat, tanpa mengabaikamspy toleransi menurut
adjaran Islam® Pandangan keagamaan ini juga diadopsi d&isalah Bid‘ah
yang diterbitkan Muhammadiyah. Buku ini menyatakahwa menegakkan Islam
yang murni ialah “memberi isi roh Islam secara raslmassal dalam segala
kesempatan dan lapangan dengan selalu mengikwgimagn masyarakat, tidak
dengan sekaligus diubah dan diberantas seperthatda tiga hari, kepercayaan
masyarakat ... terhadap Selasa Kliworf® Dalam risalah ini dinyatakan bahwa
meluasnya sinkretisme merupakan akibat dari prabilitik kolonialisme yang
mengimpor literatur-literatur tentang takhayyul,d‘Bh dan khurafat, dan
menyebarkannya kepada masyarakat Islam di Indanesia

Tema pemurniaraqgidah dari shirk, bid‘ah dan khurafat menjadi wacana
penting di kalangan ‘ulama Muhammadiyah yang bararselama periode
pertengahan ini. Hal ini tampak misalnya pada pagda Djarnawi Hadikusuma
yang dapat dikatakan menjadi referensi setengainirésemi-officia). Sampai
taraf tertentu, pandangan Djarnawi Hadikusuma djapgmewakili pandangan
keagamaan resmi Muhammadiyah, karena posisinyaaebgur penting dalam
Muhammadiyah selama masa yang relatif panjang, im@skidak pada posisi

ketua. Pemikiran Djarnawi Hadikusuma tentang mas&laurafat dan bid‘ah

8 “Matan Kejakinan dan Tijita-Tjita Hidup Muhammadija Himpunan Keputusan-
Keputusan P.P. Muhammadijah dalam Bidang Tadjdigoldgi — Garis Pimpinan 1968-1971
cetakan ke-2 (Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muhametadlj971), 1.

8 Risalah Bid’ah(Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah 197%), 5-
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dikaitkan dengan pahashl al-Sunnah wa al-Janfeh yang sering diperdebatkan
oleh kelompok umat Islam di Indonesia. Pandangaseleit dituangkan dalam
beberapa karyanya, dengan beberapa pengulangangdreberapa topi¥

Djarnawi Hadikusuma, mengutgi-I‘tisam karya al-Shibi, menyatakan
bahwa bid‘ahl§id‘ah), adalah suatu cara yang diadakan orang dalamaagany
menyerupai perintah agama yang dikerjakan dengaksudaberlebih-lebihan
dalam beribadah kepada Allaib&rah ‘an tarigah fi al-din mukhtara‘ah tudhi
al-sharfah yugsdu bi al-sulk ‘alayha al-mubdaghah fial-ta‘abbud li-llah).%*
Bid‘ah mengandung perbuatan daldibadah yang seakan-akan berdasarkan
shariah, padahal hakikatnya bertentangan dengan tuntyaag diberikan oleh
Rasu Allah (yugsdu bi al-sulk ‘alayha ma yugsdu bi al-arigah al-
shar‘iyyah). Dalam konteks ini, perbuatan bid‘ah dicontohlsmperti membuat
batas-batas seperti orang yang bernadhar puasardéegdiri dan tidak duduk,
dan berjemur di bawah terik panas dan tidak behi¢tMadu al-hudud ka al-
nadhir li al-siyam gdiman layaq‘udu chiyan layastailu).*

Djarnawi Hadikusuma membagi jenis bid‘ah menjada:dyaitu bid‘ah
‘ammabh (bid‘ah umum) darbid‘ah khassah (bid‘ah khusus). Dia menyatakan
bahwabid‘ah ‘ammahmeliputi: (a)bid‘ah filiyyah-tarkiyyah, seperti membaca
usalli dalamsalat dantalgin — sengaja tidak sahur agar mendapat pahala lebih

banyak; (b)bid‘ah ‘amaliyyah-i‘tigadiyyah, seperti salat yang ditambahi bacaan

% Djarnawi HadikusumaAhlu Sunnah wal Jama’ah Bid'ah Khurafg¥ogyakarta:
Percetakan Persatuan, t.t.); Djarnawi HadikusuPengertian Ahlu Sunnah wal Djama’ah
(Jogjakarta, Penerbit Siaran, t.t.); Djarnawi Hadikma, Muhammadijah Ahlu Sunnah wal
Djama’ah?(Jogjakarta: Penerbit Siaran, t.t.); lihat jugampawi Hadikusuma, “Ahlu Sunnah Wal
Jama‘ah,”Almanak Muhammadiyah 14@2988/1989), 72-85.

Z; Djarnawi HadikusumaAhlus Sunnah wal Jama’ah Bid’ah Khurafas.

Ibid.
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atau gerakannya — amalan yang mengandung kemushrit@ bid‘ah
zamaniyyah-makayyah-taliyyah, sepertimawlid Nabi — membaca al-Quriadi
kuburan — perjamuan menurut adat/kepercayaan di Islam (d) bid‘ah
kulliyyah-juz’iyyah,seperti penentuan hukum seemata berdasar akat, kepada
kebenaran Sunnah — menganggap berdiri di atasatekaki dalansalat sebagai
baik; (e) bid‘ah ‘ibadiyyah-‘adiyyah, yaitu segala bid‘ah yang dilakukan dengan
maksud mendapat pahala lebih banyak dari Allahngaetin perempuan mencuci
kaki pengantin laki-lakidan (f) bid‘ah hagigiyyah-idafiyyah, yaitu bid‘ah yang
tidak ada sama sekali dalil dartess — salat yang dilaksanakan dengan tidak
mengikuti tuntunan Rasuladhan sebelunrsalat al-'id.*?

Sedangkarbid‘ah khassah didefinisikan sebagdi‘lun ma lam yu‘had fi
‘asri rasulilla’h wa hiya mungasimabh ilaid‘ah wgibah, wa bid‘ah mublrramah,
wa bid‘ah mandhbah wa bid‘ah makiah®* Djarnawi Hadikusuma menyebutkan
beberapa contoh jenimd‘ah khasah: (a) bid‘ah wgibah, seperti mengumpulkan
catatan-catatan ayat al-Qur,amenyalin kembali ayat-ayat tersebut; mempelajari
ilmu bahasa Arab untuk memahami al- Qar’dan mempelajari ilmu-ilmu agama
sepertifigh, hadith, tafsir, dan seterusnya; (lbid‘ah mandibah seperti jamah
salat tarawih; mengadakan tanda khusus pada pakaian hakinm,inkhatb;
membaca salawat atas Nabi ketika Khaaik mimbar untuk khbah Jum‘at; (c)
bid‘ah mubdnah, seperti makan pakai sendok; membasuh tangan $esualaan;
mengadakan makanan-makanan dan pakaian dan memghial atau gedung;

(d) bid‘ah mularramah, seperti mengutamakan orang bodoh dari pada orang

% bid., 28-29.
% bid., 31.
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pandai; mengangkat orang-orang tak berpengetahgamaa untuk menduduki

jabatan sosial keagamaan; mewajibkbadah yang tidak diwajibkan oleh Rasul;

dan (e)bid‘ah makrinah, seperti menentukan hari-hari utama; menghiasiichasj
dengan hiasan bermacam-macam; menghiasi aFQUr'a

Djarnawi Hadikusuma mengutip al-Stiayang membagbid‘ah menjadi
dua:bid‘ah malmudah (yang sesuai dengan al-Sunnah), datah madhmmah
(yang bertentangan dengan al-Sunnah). Djarnawi ntigndzz al-Din ibn ‘Abd
al-Salan, Qawaid al-Ahkam, yang menyatakan adanyad‘ah hasanah dan
bid‘ah sayyi’ah® Namun pada prinsipnya, menurut Djarnawi Hadikusutidak
adabid‘ah hasanahdalam urusan agama atéedah®’

Sebagaimana ‘ulama Muhammadiyah terdahulu, Djarntdadikusuma
berpendapat bahwshirk merupakan dosa besar, dan praktik keagamaan yang
mengandung atau mengarah kepada kemushrikan hdvassidkan. Praktik
keagamaan itu bisa meliputi prakidasiah kepada orang yang sudah mati atau
kepada orang yang dianggap memiliki kekuatan dderienatan. Praktik ini
mengandungshirk karena membuat perantara antara dirinya sebagabdnaan
Tuhan?®

Sebaliknya, perantarawésiah) yang benar untuk mendekatkan diri
kepada Allah ialah beribadah denddrushu dan taat kepada-Ny&Vaslah juga

dapat berupa do‘a orang lain kepada Allah untulelaesatan atau terkabulnya

% |bid., 31-32.

% |bid.

” Achmad Jainuri, “The Muhammadiyah Movement in Ttieth-Century Indonesia: A
Socio-Religious Study,” (Thesis, Institute of Isianstudies, McGill University, 1992), 74; H.A.
Badawi, “Bid’ah dan Churafat Jang Merusak Tauhid)tmanak Muhammadijahxxii (1961-
1962), 52.

% HadikusumaAhlu Sunnah wal Jama’ah Bid’ah Khuraf&8-24.
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permohonan. Pandangan ini berkaitan denghafdah yang dimaknai oleh
Djarnawi bisa berupa do‘a yang dikabulkan oleh WIllId&idak ada orang yang
dapat memberikashafdah, karenashafdah itu berada dalam kekuasaan Allah
belaka. Jika para rasul, nabi, atau orasafih, diyakini dapat memberikan
shafdah, sesungguhnya hal itu hanya dapat dilakukan deimjarhllah, karena
mereka sekedar mendoakan dan memddtw@fdah itu. Anggapan bahwa para
‘ulama adalah wali dan kekasih Allah yang memilkakeramatan karamah
merupakan gejala yang bisa menimbulkan khurafatstlak Karena itu, mencari
wasiah dan shafdah kepada orang mati atau meminta-minta ke kuburan
merupakan bentuk kemusyrikan, dan orang yang miedatkiya adalamushrik®
Dalam pemahaman Djarnawi Hadikusuma, terdapat koteetangal-
jamdah yang berdasarkan padadith Nabi'% danahl al-sunnah wa al-jariiah
sebagai nama suatu golongan yang mengikuti pandaagbgi Abual-Hasan al-
Ash‘ari (w.935). Secara historis golongan yang disedhit al-sunnah wa al-
jamdah ini berasal dari pengikut Mu‘tazilah (al-Jubibayaitu Abual-Hasan al-
Ash‘ari yang menolak ajaran Mu‘tazilah yang semata-matdasarkan akal dan

terpengaruh oleh filsafat Yunani. Namun, menur@rbgwi, al-Ash‘arjuga tidak

% Ipid., 52-53.
19 pjarnawi Hadikusuma, “Ahlu Sunnah wal Jama‘ahlinanak Muhammadiyah 1409
(1988/1989), 73-75. Sebuahdih yang diriwayatkan oleh AbDawud menyatakan: “..... adapun

umat sekarang ini akan berpecah menjadi 73 golgritfagolongan di neraka dan satu golongaan
di surga, yaitu jamah” (wa inna hahihi al-ummah sataftariqu ‘alahalahin wa saba firgah,
thintani wa sab‘una fi al-nar wa wéhidah fi al-jannah, wa hiya al-janah); juga tadith yang
diriwayatkan oleh Ibn Mah: “... dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongamuanya
akan masuk neraka kecuali satu. Para sahabat yertsiapakah mereka ya Rasulallah? Nabi
menjawab: Mereka yang mengikuti jejakku dan pahabkatku” §ataftariqu ummatiala thalahin

wa sab'ha firgah, kulluhum Tial-nar illa” wahidah. Qdu man hiya yarasdallah? Qda, maana
‘alayhi wa aabi).
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semata-mata membuang akal dalam memahami ayata@y@Quran yang
berkaitan dengan keyakinaittigad).

Karena itu, dapat dikatakan bahwa al-Ash‘areletakkan dasar jalan
tengah antara faham anti-rasionalisme dan fahaionasme ekstrem* Paham
ahl al-sunnah wa al-jamiah lebih merupakan paham teologi yang berkaitan
dengan persoalan keyakinan dan ketuhanan. Hanga selpagian kelompok
menggunakan istilah tersebut untuk menunjuk golongadhhab dalanfuru’,
seperti untuk madhhab empat di biddiag. %

Djarnawi Hadikusuma menyatkaan bahwa Muhammadiya&nupakan
organisasi yang mengembangkan paham keagamaan dydagarkan kepada
sumber-sumber Islam yang otentik, al-Quar@an al-Sunnah. Paham keagamaan
dalam Muhammadiyah dinyatakan tidak bersandar kemeikiran-pemikiran
yang dihasilkan oleh kaum ‘ulama terdahulu, daraKiderikat kepada suatu
madhhab tertentu, baik dalam teologigilah) maupun dalarfigh.**® Karena itu,
Djarnawi Hadikusuma menyebut Muhammadiyah sebagaikagn tajdid.***
Menurutnya, gerakanajdid tidak berarti sama dengan kelompok Mu‘tazilah,
karena pandangaajdid menolak teologi yang dikembangkan oleh Mu‘tazii4h.

Dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa dalam@eaman sebagian

‘ulama Muhammadiyah pada fase pertengahantajdid merupakan upaya

101 pjarnawi HadikusumaPengertian Ahlu Sunnah wal Djama’dBogjakarta: Penerbit
Siaran, t.t.), 31-32.

% 1bid., 32.

% bid., 26.

194 |pid., 27. Karena karakteristik dan klaim yang ddem, Muhammadiyah sering
dianggap telah keluar dari madhh@hl al-Sunnah wa al-Jafeh dalam pengertian yang kedua di
atas (historis). Hadikusumsjuhammadijah Ahlu Sunnah wal Djama’at#2.

19 HadikusumaPengertian Ahlu Sunnah wal Djama’ase.
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membersihkan citra agama Islam dari pemahaman ddakganaan yang
sebenarnya tidak ada dalam Islam ketika dicontoldtah RaslLAllah dahulu.
Dalam konteks initajdid bermakna membersihkan sesuatu yang sebenarnia tida
ada kemudian dianggap ada atau dianggap sebagan ajgama oleh ahli bid‘ah
dan khurafat. Menurut Djarnawi, hal ini bisa terjkdrena mereka mengamalkan
agama hanya sebagai “warisan” atau “tinggalan’ kem@yang dan leluhur
mereka.>°

Dalam kontekstajdid, Djarnawi menegaskan pentingnya melakukan
ijtihad, karena pintujtihad tidak tertutup dan masih banyak hal-hal yang perlu
dijadikan lahanijtihad.’®” Menurutnya, ijtihad mencakup setiap usaha untuk
menentukan hukum dari suatu masalah yang belumtdikan olehnas yang
jelas dalam al-Quriadan al-Fdith. Namun, ketika persyaratan untuk melakukan
ijtihad tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh setiap onawadsaittiba’ menjadi
kewajiban, yaitu mengetahui dalil-dalil dari al-Gur dan al-Fdith. Menurut
Djarnawi, orang ‘alim atau guru yang mengajarkan suatu hukum wajib
menerangkan dalil-dalilnya agar orang lain dapaakukanittiba®. Jika ‘ulama
justru menyuruh umatnya melakukdaqglid kepadanya, maka dia termasuk

‘ulama yang tercel&®

1% Ymar HasyimMuhammadiyah Jalan Lurus Dalam tajdid, Dakwah, Kisfesi dan
Pendidikan(Surabaya: Bina limu, 1990), 4.

7 HadikusumaMuhammadijah Ahlu Sunnah wal Djama’ah?..

198 bid., 17. Djarnawi Hadikusuma menegaskan batjiiaad hukumnya wajib,
sedangkan jika tidak mampu berijtihad maka wajttha’; jika tidak mampuittiba’ karena
terpaksa maka diperkenankgaqlid dengan arti percaya keterangan seseorang; adaplid
mutlak kepada seseorang tertentu dengan fahamtugeniyta pintu ijtihad maka tidak
diperkenankan. Djarnawi HadikusunMyuhammadijah Ahlu Sunnah wal Djama’al?2-24.
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Djarnawi Hadikusuma menolak pendapat yang mewajilbkglid kepada
madhhabdalil al-mugallid huwa gawl al-mujtah)d®® Menurutnyataglid adalah
mengikuti paham orang lain dengan tidak mengetattau tidak bermaksud
mengetahui alasannya. Di samping taglid mencakup kondisi ketika seseorang
mengetahui suatu masalah agama, lalu dengan mmuidsgakui kebenarannya
sambil menyatakan atau tidak mengakui pendapatattsan dari pihak lain.
Misalnya, jika seseorang melakukaaglid kepada al-SHa (w.820), dia
mengikuti pendapat hukumnya dengan tidak merasia peengetahui dalilnya
atau mengetahuinya sambil secargriori menolak pendapat ‘ulama lain, atau
tidak mempertimbangkan dalil-dalil ‘ulama lain tesit.

Karena itu, menurut Djarnawi Hadikusumaglid mengandung makna
“secara mutlak meyakini kebenaran seseorang tartel@ingan atau tanpa
mengetahui alasan-alasan dari daliln{/d.’Anggapan bahwa setiap fatwa dan
hukum yang ditetapkan oleh ‘ulama pasti benar dapbwditaati, baik dengan
mengetahui alasan atau tidak, dapat disemiid. Kadang-kadang “kauraqglid’
mengecap sesat atau kafir kepada orang yang tetakdiid.***

Beberapa pemikiran keagamaan yang diproduksi deeprdiduksi oleh
‘ulama Muhammadiyah di atas mencerminkan adanydirkatas dari generasi
sebelumnya yang menekankan pada tema purifikagpdah Sementara itu,
adanya kesamaan pemikiran keagamaan di kalangamautlalam kurun yang

hampir bersamaan mencerminkan terbangunnya selBoatuhitas epistemik” di

199 HadikusumaPengertian Ahlu Sunnah wal Djama’ab¥.
110 HadikusumaMuhammadijah Ahlu Sunnah wal Djama’atia.12.
" pid., 13-17.
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kalangan ‘ulama yang mengembangkan tema-tema pamildan pandangan
keagamaan yang sama, menegenai isu-isu tentaragit€@qidah) yang harus

bersih darshirk, bid‘ah dan khurafat.

5. Akhlag dan Neo-Sufisme ‘Ulama Muhammadiyah

Penekanan yang besar dalam pemikiran keagamaarbgaoriientasi pada
“tegaknya ‘agdah Islam yang murni” menimbulkan kesimpulan diakaglan
sebagian sarjana bahwa ‘ulama Muhammadiyah cengleanti-tasawuf. Jika
tasawuf dipahami dalam pengertian kelembagaanasaidi tarekat yang hirarkis
dengan ritus-ritus yang terlembagakan, maka dajpatadkan bahwa tidak ada
‘ulama (elite) Muhammadiyah yang berafiliasi ke ahal suatu tarekat apapun.
Namun, jika pengertian tasawuf mencakup internsisi#fat-sifat dan prilaku
yang terpuji dan menunjukkan ketaatan dalam ramg&adekatkan diri kepada
Tuhan dan mendapatkan keridaan-Nya, maka ‘ulamaamMuoiadiyah mulai
periode awal sampai periode pertengahan ini mekdrenperhatian yang besar
kepada pemikiran tasawuf sekaligus penerapanngandethidupan mereka.

Seperti telah dikaji terdahulu, Ahmad Dahlan merolegr inspirasi dari
‘ulama terdahulu seperti lIbn Taymiyyah dan al-Ghazlam pemahaman
keagamaan di bidang tasawuf. Seperti direkam oladjiti Dahlan membaca
kitab-kitab tasawuf sepertihya Ulum al-Din, Bidayah al-Hidayah Kimiya al-
Sa‘adah (al-Ghaz#é). Abdul Munir Mulkhan menyatakan bahwa sufisme Ataim
Dahlan adalah sufisme model al-GHazBalam kaitan ini, penting dikemukakan

kembali pandangan keagamaan Dahlan tentang hubungansia dan Tuhan.
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Menurut Dahlan, manusia harus mengarahkan cintkeymda Allah dengan
melakukan pengekangan terhadap hawa nafsu. Mamaisia memiliki kesadaran
bahwa kematian, pembalasan, pemeriksaan, surgaeitaka merupakan sesuatu
yang pasti dihadapi oleh manusia. Manusia harus paesiapkan diri mereka
untuk menghadapi apa yang pasti terjadi. Jika sasgdidak pernah bersungguh-
sungguh dalam mengekang hawa nafsunya, maka —leditiard orang itu ibarat
bersekolah tetapi tidak pernah naik kefss.

Pengendalian hawa nafsu merupakan aspek terpetdlagn pemahaman
Dahlan tentang tasawuf. Orang yang tidak mampu srefaikan hawa nafsu,
atau malah mempertuhankannya, termasuk orang ydak berhasil mencapai
tingkat spiritualitas yang lebih tinggi. Hal inisdibabkan, menurut pemahaman
Dahlan, agama merupakan “kecenderungan ruhani mekegempurnaan dan
kesucian dari pengaruh materialismi&Lebih lanjut, Dahlan menyatakan bahwa
sebagian manusia merasa telah beriman, padahal mangka taati sejatinya
bukanlah Tuhan melainkan hawa nafsu mereka. Mdyekan mampu beribadah
dengan tulus dan ikhlas, karena belum meninggalla@niasaan yang didorong
oleh hawa nafsu dan berorientasi kepada keberldaan.

Sekalipun tampak menekankan pentingnya purifikasme, Mas Mansur
juga menegaskan arti penting tasawuf, atau yamngpbdiskhlag yang baik. Dia
menyatakan bahwakhlag mencakup dua macanakhlag terpuji (mahmudah)

yang harus dipakai, daakhlag tercela tnadhmunah) yang harus dijauhiAkhlag

112 ihat R. Hadjid,Pelajaran K.H.A. Dahlan10-11; juga Farid Ma’rufAnalisa Achlak
Dalam Perkembangan Muhammadij@logjakarta: Offset, 1964), 26-27.

3 pid., 26.

% pid., 50.



156

menentukan tinggi atau rendahnya martabat seseobeggan mengutip ayat-
ayat al-Qur'a, Mas Mansur menyatakan bahwakhlag terpuji meliputi sikap-
sikap: takut kepada Allah (aldi] [22]: 1-2), menetapi janji (al-M@&ah [5]: 1),
cenderung kepada kebenaran (ak&h[33]: 70-71),rahmah (kasih sayang) dan
mahabbah (cinta) kepada sesama hamba Allah, menegakkanldegdl-Nisa
[4]: 135), dan melaksanakan hikmah (al-N&6]: 125)° Cara Mas Mansur
menerangkamakhlag yang terpuji dengan mengutip ayat-ayat dari al&ur
menurut Farid Ma'ruf, mengingatkan pada cara yailgkakan oleh Abual-
Hasan al-Mavardi (w.1058) dalanfdab al-Dunyava al-Din.*'°

Sementara itu, pemikiran tasawufkblag) Ki Bagus Hadikusuma
dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap maslitnasyarakat pada dekade
1930-an, terutama di kalangan pemimpin. Karena #elain mengajukan
pemikiran tentangakhlag secara umum, dia juga memberikan perhatian pada
pemikiran tentang@khlag para pemimpin. Secara individual, kehidupan Ki i&ag
Hadikusuma dapat dikatakan mencerminkan kehiduparasg sufi, karena dia
menekankan pentingnyakhlag luhur dan kesederhanaan dalam hidup. Ki Bagus
menulis tentan@khlag dalamPustaka Ihsansebuah karya tentarakhlag atau
tasawuf dalam pengertian longgar. Siswanto Masnenyimpulkan bahwa Ki
Bagus Hadikusuma memakrakihlag sebagai suatu tindakan yang sesuai dengan
watak atau naluri kemanusiadn.

Dalam pemikiran Ki Bagus Hadikusumakhlag yang terpuji sangat

15 Farid Ma’ruf, Analisa Achlak Dalam Perkembangan Muhammadi{dbgjakarta:
Offset, 1964), 41-42.

18 pid., 46.

117 Siswanto MasruriKi Bagus Hadikusuma: Etika dan Regenerasi Kepenmiatpil61;
Ki Bagus Hadikusuma&oestaka IhsafMataram: Persatoean, 1941), 2.
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penting bagi para pemimpiAkhlag terpuji tersebut meliputstigamah (konsisten
atau teguh pendirianjawakkul (menyerahkan urusan kepada kekuasaan Allah),
muhasabah (koreksi diri sendiri), adl (berlaku adil),sidg (berlaku benar dan
jujur), tawadu’ (rendah hati, tidak sombong)khlas (tulus), amanah (dapat
dipercaya),sabr (kuat menahan hawa nafsu, tidak mudah marah),qgdadah
(sederhana). Farid Ma‘ruf menyimpulkan bahwa perarkitasawuf ataakhlag
Ki Bagus Hadikusuma sejalan dengan pemikiran tabal@hazé (w.1111)*3

Pemikiran ‘ulama Muhammadiyah memang tidak mengandgiema
tasawuf yang eksplisit, tetapi mengembangkan pemah&eagamaan mengenai
akhlag yang dekat dengatasawwuf akhlgi. Hamka menegaskan kesamaan
antaraakhlag yang terpuji dengan tema-tema yang dikembangkah pénulis
sufi pada masa-masa klasik, seperti konseybah, tagwawara‘, zuhd, rajj
khawf, khushy tawadu’, gandah, tawakkul, shukr,abr, rida, istiganah, ikhla,
dan beberapa tahapan lain penempuh jalan sufitselleembangkan oleh al-
QushayridalamRisdah al-Qushayriyyath*®

Sementara itu, A.R. Fakhruddin juga mengembangkamatema yang
secara substansial dapat digolongkan dalam tema-tasawuf. Sekalipun tidak
menyebut tasawuf, tetapi A.R. Fakhruddin memililerh@atian yang tinggi

terhadapakhlag, baik masyarakat maupun pemimpin. Pemikiran tentddnlag

itu tercermin dalam pribadi A.R. Fakhruddin. Dianyatakan bahwakhlaq tidak

18 Ma'ruf, Analisa Achlak Dalam Perkembangan Muhammadijab-54; Siswanto
Masruri, Ki Bagus Hadikusuma: Etika dan Regenerasi Kepemmampil72-181; merujuk Ki
Bagus Hadikusumdoestaka lhsar27-151.

119 Karya-karya Hamka meliputi antara laifiasawuf ModernTasawuf, Perkembangan
dan PemurniannyeRenungan Tasawufembaga BuddanFalsafah Budi Secara umum, tasawuf
Hamka dapat dikategorikan sebagai neo-sufisme.
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berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengdpadah Menurutnya, jalan yang paling
pasti untuk membentukkhlag yang mulia adalah melakukaibadah dengan
kesadaran penuh kepaavhid. Jalan yang harus dilalui dengan kesadaran adalah
hasrat seseorang untuk menjddtlas. Ikhlas menunjuk kepada orientasi mental
yang sepenuhnya tidak terikat pada hal-hal yangifaeduniawi, kosong, bersih,
dan kekosongan inilah yang harus diisi dengan Alapenuhnya diisi dengan

kebaktian kepada Allah, tidak pada yang f&h.

C. Pelembagaan Metodologijtihad

Seperti dibahas dalam bab terdahulu, orientagiyyah berkembang
dalam Muhammadiyah sebagai kesinambungan (kordasjudari tuntutan dan
kewajiban untuk memberikan pedoman keagamaan grgktactical religious
guidancg bagi warga Muhammadiyah. Karena itu, masalah-lahdeghiyyah
yang dibahas oleh ‘ulama Muhammadiyah dalam lemMagjalis Tarjih berkisar
di seputar soal-soabadah, di samping soalgidah (keimanan).

Hal ini tampak pada produk-produk yang dihasilkéghdViajelis Tarjih
pada fase-fase awal, seperti masalah keimat@tab( al-lman, 1929), dan
masalah-masalatibadah (Kitab al-Salat, 1929;Kitab al-Tahaah, 1933; Kitab
al-Janazah 1936; danKitab al-Syam, 1939). Sedangkan masalah-masalah
‘ibadah yang belum dikaji pada fase awal tersebut kemudmmdapat porsi
pembahasan dalam Majelis Tarjih pada fase pertamgian Hal ini tampak pada

dihasilkanny&itab al-Zaka (1950),Kitab al-Hajj (1953),Kitab al-Waqf(1953),

120 yntuk pandangan A.R. Fakhruddin tentang masalasatah keagamaan, termasuk
akhlag, lihat A.R. FakhruddinSoal Jawab Yang Ringan-Ring@rogyakarta: Hidayat, t.t.).
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Kitab al-Jamaah wa al-Jum‘ah (1956). Selain itu, dihasilkan pulditab al-
Masdil al-Khams (1954), yang bahan dasarnya telah dirumuskan ®&lak
Mansur sejak 1939 sampai 1942.

Selama periode pertengahan ini, masalah-masalatalakang dihadapi
oleh warga Muhammadiyah yang membutuhkan kepaséatang hukumnya
menurut Islam juga menjadi wacana di kalangan ‘aléanih. Masalah-masalah
tersebut meliputi perdebatan soal iman kepada kema®seorang setelah Nabi
Muhammad, hukum gambar, soal api unggun, huklanhal-malahi, batas aurat
lelaki, hukum wakaf masjid khusus bagi wanita, nesavanita bepergian, pawai
wanita (‘Aisyiyah), guru pria mengajar wanita dagbaliknya. Selain itu juga
muncul masalah hukum pria memakai emas dan peraalathisab danru’yah,
hukum lotere, masalah suntikan pada mayat, memtaukenpah dalam kuburan,
safar al-mar’ah (perjalanan orang perempuan), mengadakan sandlivdara
masalah bank Muhammadiy&H.

Masalah-masalah tersebut dikaji menurut landasany yperoleh dari
sumber otentik Islam, al-Qumadan al-Sunnah. Dalam hal itgrjih dilakukan
tidak terhadap pendapat ‘ulama terdahulu, tetagijdang melakukan pengkajian
terhadap sumber-sumber yang dipandang lebih larghj. Pendapat ‘ulama
terdahulu ditempatkan sebagai bahan pertimbangag tydak mengikatljtihad
dalam perspektif ‘ulamtarjih Muhammadiyah dilakukan dengan metoaigih.

Seperti telah disebutkan, secara resmi keberadageli8Tarjih diterima

melalui salah satu putusan Kongres Muhammadiyah6kdi Pekalongan pada

121 | ihat Ahmad Azhar BasyirRefleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat
Hukum, Politik dan EkononfBandung: Mizan, 1993), 281-282; litdimpunan Putusan Tarjih
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1927, sedangkan pembentukan pengurus Majelis Taigdthkan dalam Kongres
ke-17 di Yogyakarta pada 1928 di bawah kepemimpiki&s Mansur. Sejak
sidang pertama dalam Kongres ke-18 di Solo (1928)elis Tarjih mengadakan
sidang khususarjih setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan kasagngsi
pada Muktamar ke-32 di Purwokerto pada 1953 (isthkongres mulai 1950
diganti dengan muktamar). Pada 1954/55 (29 Desefhh#anuari), di luar
Muktamar diadakan sidang khustasjih di Yogyakarta yang dihadiri seorang
‘ulama Mesir, Saill Ramadn. Pada 1956 Majelis Tarjih bersidang bersama
Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang. PadaOl6t@ 1960, Majelis
Tarjih mengadakan muktamar di Pekajangan (Pekatriffa Persidangan
Majelis Tarjih yang disebut Muktamar Tarjih dilaks&kan tidak bersamaan
dengan Muktamar Muhammadiyah. Jadi, selain ada &tk Muhammadiyah
juga ada Muktamar Tarjih.

Sementara itu, Muktamar Tarjih yang diadakan dio&ip (27-31 Juli
1968) menghasilkan keputusan tentang bank, lottm/wian keluarga berencana,
hijab, dan gambar K.H. Ahmad Dahlan. Dalam muktamadiputuskan bahwa
bank dengan sistem riba hukumnya haram, sedanglk@ntanpa riba hukumnya
halal, dan bunga bank yang diterima nasabah daalils®a termasuk masalah
mushtabiha'® Selain itu, juga diputuskan bahwa lotto dan naomasuk

perjudian dan hukumnya haram, sedangkan mencegdtamilan yang

122 Asimuni Abdurrahman, “Sejarah, Organisasi dan Burgerta Sistim Majlis Tarjih
Muhammadiyah,’Almanak Muhammadiyah 14@2988/1989), 50.

123 Terhadap keputusan tentang haram-nya bunga bankKasman Singodimejo
mengajukan kritik. Menurutnya, Riba memang hukumingeam karena sifatnya yang menganiaya
(zulm), sdangkan bunga hukumnya halal karena termadakndaerdagangan sebagai hasil yang
wajar dan bergantung pada penawaran dan kebutatngasar. Kasman Singodimegainga Itu
Bukan Riba dan Bank Itu Tidak Hargdakarta: Pustaka Antara, 1972), 18.



161

berlawanan dengan hukum Islam dan Keluarga Beren@€B) yang dilakukan
dengan menggunakan cara tersebut berlawanan deagam Islam.

Di samping itu, muktamar tersebut memutuskan balmjab (tutup
pembatas) harus digunakan dalam rapat-rapat Muhdiyamayang dihadiri lelaki
dan wanita. Sedangkan pemasangan gambar AhmadnDaiperbolehkan, dan
ini merupakan revisi terhadap putus@mih tahun 1929 yang mengharamkan
gambar** Sementara itu, dalam Muktamar Tarjih di Wirades&afngan pada
23-28 April 1972, masalafigh yang dibahas antara lain ialah soal zakat dan
pajak. Menurut putusatarjih, zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang
berbeda. Karena itu, membayar salah satu di akeéal@anya tidak menggugurkan
kewajiban untuk membayar yang I3fA.

Dalam perjalanatarjih, tidak hanya isu-istigh saja yang dibahas. Lebih
dari itu, Majelis Tarjih juga mengkaji persoalantouwmlogis, yaitu menyangkut
pendekatan dan metode yang digunakan dalam presedapan hukum suatu
masalah. Persoalan metode atanhaj tarjh untuk memahami atau menafsirkan
sumber ajaran Islam dibahas dalam Musyawarah Nas{dMunas) Tarjih ke-24
(1989) di Malang. Menurut salah satu putusan Mufipemahaman terhadap
kedua sumber ajaran Islam (al-Qur'a@an al-Sunnalal-magbuah) dilakukan
secara komprehensif dan integralistik, baik dengamdekatan tekstual maupun

kontekstual.*?° Prinsip ini mengandung pengertian bahwa pemahaeraadap

124 Asjmuni Abdurrahman, “Sejarah, Organisasi dan Burgerta Sistim Majlis Tarjih
Muhammadiyah,” 51.

125 bid., 50. Muktamar Tarjih ke-20 (dihitung seja%2p) diadakan di Garut (18-23 April
1976), dan Muktamar ke-21 diadakan di Klaten (6Aptil 1980).

126 Al-Sunnah merpakan sumber Islam yang kedua, meyaplekuatan argumentasi
yang tidak sama. Ada yang mempunyai kekuatan yastj pepertsunnah mutawtrah, ada yang
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ayat al-Qur'a dilakukan dengan memahami ayat tersebut sedestuéd (makna
yang terkandung dalam teks) maupun secara konsdKstakna yang terkandung
dalam teks yang dikaitkan dengan sebab turunnyahdéangan maksud ayat
tersebut dengan kondisi yang ada di masa lampasa&karang, bahkan di masa
mendatang).

Dari sudut pandang sejarah, sesungguhnya terjadib@ean dalam
metodologi yang digunakan oleh ‘ulama Muhammadiyalam melakukatarjih
atau penetapan hukum suatu masalah. Jika padayawdimhammadiyah hanya
berpegang pada al-Quriadan al-Sunnah ala®ihah, sedangkan dalam metode
usul al-figh mengikuti salah satu aliran yang dianggap kuatkamdalam
perkembangannya metode tersebut disempurnakan.eeaoynaan tersebut
mencakup penghapusan kata-katall' al-figh mengikut kepada salah satu aliran
yang dianggap kuat,” dan menggantinya dengan tigaber hukum, yaitu al-
Quran, al-Hadith dangiyas atau persamaaiilah.*?’ Tampaknya, penetapan tiga
sumber tersebut sebagai metdagih didorong oleh keinginan untuk melepaskan
diri dari keterikatan majelis kepada salah satulthabfigh.

Dalam perkembangan berikutnya, Muhammadiyah mengegkan
metodologi penetapan hukum dengan menggundkaad, istihsan, magahah

mursalah dan sadd al-dhariah, sebagai pendukung terhadap ketiga sumber

kurang dari itu, yakni sunnah yang berkualifikakad, yang mempunyai kekuatan argumentasi
pada taraf sangkaan kuat. Karena perbedaan kaasliftersebut maka mempunyai perbedaan
dalam penggunaan. Di samping perbedaan kualifistkas segi kekuatan untuk berhujjah, kita
dapati juga perbedaan pandangan para ulama tentanfpadith ahad, yang perlu mendapatkan
penelitian yang seksama, yang juga termasuk raimgkiabd@ dalam pencarian dalil yang disebut
istidlal. Asjmuni Abdurrahman, “Pemamahan al-Qur'an danSasnah Magbulah,”Suara
MuhammadiyatNo. 7, th. ke-85 (1-15 April 2000), 30-31.

127 “Muhammadiyah Mandeg Dalam Pemikiran Atau Pengamal Suara
Muhammadiyahno. 11, th. ke-85 (1-15 Juni 2000), 32.
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tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyalmitld metode istinba
tersendiri, dan tidak terikat pada metode madhéesdbritu.

Namun, penetapanadith atau al-Sunnah alaihah sebagai sumber
hukum agaknya tidak lepas dari kritik, terutamaadalpenggunaan istilahaf
sahihah” dalam kegiatan penelitianalith (takhrij al-hadith). Sebab dalam batas
tertentu, hadith mursal shabi, mursal t@i‘i dan bahkan ddih da‘if yang
memiliki garinah, dan tidak bertentangan dengan al-Qurtdan ladith sahih,
masih ditoleransi?®

Kerancuan dalam penggunaan istilah “al-Sunnalalahah” yang timbul
kemudian disempurnakan dalam Musyawarah Nasiongtliglararjin ke-24 di
Malang (1989) yang menegaskan bahwa sumber ajatam ladalah al-Quria
dan al-Sunnahal-magbtah. Istilah al-sahihah diubah menjadial-maqgbuiah.
Namun, perubahan ini tidak berarti berakhirnya [@oiatika mengenai cakupan
istilah dan konsistensi dalam menggunakadith. Hal ini disebabkan kriterial-
sunnah al-magldah belum sepenuhnya disepakati oleh ‘ulanadith. Sebagian
‘ulama hanya memasukkaradith sahih atau paling rendahadith hasan di
samping ladith mutawair sebagai &dith yang dapat diteriman@qbu).

Namun, sebagian ‘ulama, selain memasukkan ketigterikr hadith
tersebut, juga memasukkaadih mawqu, hadith mursaldan bahkanddith da‘if

tertentu dalam kategoriadith magbd. Muhammadiyah tampaknya cenderung

128 | jhat Asjmuni AbdurrahmanManhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan
Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002); “Muhammadil&ndeg Dalam Pemikiran Atau
Pengamalan,” 32.
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sependapat dengan pendapat yang ter&khienurut Fathurrahman Djamil,
kecenderungan ‘ulama Muhammadiyah dalam menikaditth hampir sama
dengan sikap al-SRa yang menyatakan bahwa sebuahdith yang telah
diketahui kesahihan sanadnya dapat diterima selsagar hukum tanpa harus
meneliti lebih lanjut makna dari matan hadith iRadahal, menurut Djamil,
kriteria sebuah &dith itu termasuk kategosahih, tidak semata-mata ditentukan
dari segisanadnya saja, tetapi juga harus ditinjau dari segtannya*
Pernyataan bahwa Muhammadiyah lebih menekankan kr#tida sanad
hadith dapat dilihat dalat€manhaj(metode) yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih.
Dalam pedoman tersebut hanya diatur bagaimana hukanggunakan ddith
mawqd, mursal shabi dan mursal tdi‘i dan bagaimana cara menilai seorang
perawi. Semuanya berkaitan dengan kritik sanadk&@aklalam menerimaaldith
da'if sebagaihujjah-pun, tolok ukur yang digunakan adalah bahvealith itu
diriwayatkan dengan sanad yang banyak. Dataamhajtersebut tidak terdapat

secara eksplisit upaya kritik matamdith.** Padahal, di samping melakukan

129 “Muhammadiyah Mandeg Dalam Pemikiran Atau PengamaB3.

130 Fathurrahman DjamilMetode Majlis Tarjih Muhammadiyafdakarta: Logos, 1995),
72.

131 Dalam soal penggunaaadith sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, istajel
Tarjih merumuskan putusan antara lain sebagai lterfk) hadith mawqt tidak dapat dijadikan
hujjah; (2) ladith mawqi yang dihukumi marfudapat dijadikarhujjah, asalkan adgarinahyang
dapat dipahami dariddith itu; (3) fadith mursal thi‘i semata tidak dapat dijadikanjjah. Hadith
mursal dapat dijadikahujjah jika adagarinah bahwa ladih itu bersambung kepada Nabi; (4)
Hadith mursal alebi dapat dijadikan hujjah kalau ada garinah yang menunjukkan
persambungannya; (5)adith daif yang kuat menguatkan tidak dapat dijadikajjah, kecuali
jika banyak jalan periwayatannya dan agarinah yang dapat dijadikarhujjah dan tidak
bertentangan dengan al-Qur'dan al- Fdith; (6) Pencacatan terhadap peraadith didahulukan
daripada memberi nilai keadilan kepada perawi. t®eman Madjlis Tardjih,” Soeara
MoehammadijahNo. 2, xxiii (Shafar 1360/Maart 1941), 45-46. Littdimpunan Putusan Tarjih
300-301; Asjmuni Abdurrahman, “Sejarah, Organisdan Fungsi Serta Sistim Majlis Tarjih
Muhammadiyah,” 57.
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kritik sanad, kritik terhadap matamadith juga sangat diperlukan, terutama dalam
rangka pengamalan sebuadlth atau penggunaamdith sebagai argumen.

Dalam kaitannya dengapihad, Muhammadiyah secara tegas menyatakan
bahwaijtihad hanyalah metode penetapan hukum. Muhammadiyahdzesdanya
menerima metodgtihad yang telah ditetapkan oleh ahigul al-figh terdahulu,
namun terdapat modifikasi atau kombinasi seperlulpye’ yang dibahas dalam
usaul al-figh kelihatannya tidak setiap periode dapat diterited duhammadiyah.
Muhammadiyah hanya menerima kongepa’ yang terjadi di kalangarakabat
Nabi®? Hal ini mengisyaratkan bahwipna tidak mungkin terjadi lagi setelah
masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adaeaiyiearena jumlah umat
Islam masih sedikit.

Sementara itugiyas sebagai metode penetapan hukum pada dasarnya
diterima oleh Muhammadiyah dengan catatan tidakgeea masalalibadah
maldah. Ketika Muhammadiyah mengadakan pembahasan tenigagsebagai
metode penetapan hukum dalam Islam, ternyata bgpgsdrta muktamaarjih
yang tidak setuju menggunakayas sebagai metode penetapan hukum Islam,

meskipun ada pula peserta yang menyetu,jui.

132 Djamil, Metode Maijlis Tarjih Muhammadiyalv3. Memang sulit untuk menerima
konsep terjadinygma’ pada masa sekarang ini. dld ibn Hanbal secara priori menyatakan,
“siapa yang mengklaim adanyjma’ berarti ia telah berdusta.” Pendapat#gd ibn Hanbal ini
diikuti oleh al-Tufi dan Ibn al-Qayyim. Bahkan Ibn al-Qayyim menegastianwa pengetahuan
seseorang tentang kesepakatan umat Islam yangabérderbagai belahan dunia ini, kalau tidak
boleh dikatakan mustahil, dapat dikatakan merupakasuatu yang paling sulit terjadi.
Muhammadiyah, dalam penilaian Djamil, tampaknya enema kecenderunganasdbaliyyah ini.
Hal ini menguatkan asumsi sebagian kalangan bahwhaMmadiyah lebih cenderung kepada
Hanbalisme. Namun demikian, pandangan Muhammaditidhk hanya sejalan dengan
Hanbaliyyah, tetapi juga dengan ‘ulama yang laim HWazm dan al-SHéi termasuk yang
mempunyai pandangan demikian. Ibazth hanya menerinigna’ sahabat. Sedangkan al-8tha
menyatakan sulitnya tercapgna’ setelah periode sahabat.
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Dengan kata lain, terdapat pandangan yang beragangenaiqiyas
sebagai metode penyelesaian masalah-masalah hidemgataan ini, menurut
Djamil dan Asjmuni Abdurrahman, menunjukkan bahwebagjian ‘ulama
Muhammadiyah dipengaruhi oleh Alad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa
giyas bisa digunakan dalam kondisi yang sangat terpak&smun, dalam
kenyataan betapapun seseorang atau sekelompok tdakgmenerimagiyas,
persoalan-persoalan yang baru harus diselesaikagademelihat illat-nya.
Kegiatan itu tidak lain adalah penerapan metgigas.**?

Selain giyas, terdapatistihnsan sebagai metode penetapan hukum Islam.
Metode ini lebih berupaya menemukan jiwa hukum éeadkan pada prinsip-
prinsip umumdalil al-shar’ (al-gawdid al-kulliyyah). Muhammadiyah tidak
secara eksplisit menggunakan meddisan. Tetapi dari rumusan yang terdapat
dalam manhaj tarjh dapat dipahami bahwa Muhammadiyah menerima metode
istihsan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Disebbahwa men-
ta'lil dalam arti menggali hikmah dan tujuan hukum dapgtinakan untuk
memahami kandungan dalil-dalil al-Quraan al-thdith. Kegiatanta'lil terkait
dengan metodistihsan.***

Selain metode-metode di atas, ada metgtidah ataual-madahah al-
mursalah Dalam metode ini tidak terdapaas (teks) yang secara khusus
mengaturnya, melainkan termasuk pada ruang lingkaqesid al-sharfah secara

umum. Metode ini digunakan untuk mengantisipasis@aan-persoalan baru,

133 |pid., 75. Lihat juga Asjmuni AbdurrahmarManhaj Tarjih Muhammadiyah:

Metodologi dan Aplikasil2-13.
134 Djamil, Metode Maijlis Tarjih MuhammadiyafO.



167

sementara al-Qunadan al-ladith tidak mengaturnya. Tentu bidang kajiannya
sangat luas dibandingkan dengan metode terdahuluhaiMmadiyah juga
menggunakan metode ini. Muhammadiyah berpendaplatvéhakemaslahatan
umat harus diwujudkan. Dalam masalali‘amalah peranan akal cukup besar
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersgbut.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami baheland berjtihad
‘ulama Muhammadiyah secara garis besar menempahntigtode>® Pertama
ialah al-ijtihad al-bayani. Metode ini menjelaskan hukum yang kasusnya telah
terdapat dalanmass al-Qur’an dan ladith. Namun demikian, dalam jalur ini juga
dilakukanijtihad terhadamass yangmujmal baik karena belum jelas makna yang
dimaksud, maupun karena suatu katafz\l mengandung makna ganda
(mushtarak, atau karena pengertian kata dalam ungkapan Yamgeksnya
mempunyai arti yang jumbuhmytashaih), atau pun adanya dalil-dalil yang
tampak ditempuh jalaal-jam‘ kemudiartarjih.**’

Kedua ialahal-ijtihad al-giyasi. Metode ini menyelesaikan kasus baru
dengan cara menganalogikannya dengan kasus yanghyé telah diatur dalam
al-Qur'an dan al-Hadith. Metode ini juga menganalogikan hukum yang diseb
dalamnass kepada masalah baru yang belum ada hukumasg karena adanya
persamaan‘illat. Sedangkan ketiga ialahl-ijtihad al-istidahi. Metode ini
menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak tdrdtgtam kedua sumber

hukum di atas, dengan cara menggunakan penalarag gaasarkan atas

135 Asjmuni Abdurrahmanilanhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikaks.

136 Asjmuni Abdurrahman, “Sejarah, Organisasi dan BuiBgerta Sistim Majlis Tarjih
Muhammadiyah,” 56.

137 Ibid.
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kemaslahatan.ljtihad dilakukan terhadap masalah yang sama sekali tidak
disebutkan dalamass secara khusus, maupun tidak adas mengenai masalah
yang ada kesamaannya. Dalam masalah demikian,gpametiukum dilakukan
berdasarkatillat untuk kemaslahatarni®

Melihat tugasjtihad yang tercakup dalatarjih tersebut, tidak berlebihan
jika dikatakan bahwa Majelis Tarjih ibarat jantubggi tubuh Muhammadiyah.
Dalam faktanya, Majelis Tarjih baru mampu melahirkbeberapa tuntunan
tentang‘agidah, ‘ibadah, dan mu‘amalah ditambah beberapa masalah kaidah-
kaidahugall al-figh dan pedoman-pedomaéstinba hukum.

Namun demikian, produk Majelis Tarjih dalam usiarygmng relatif tua
dapat dinilai terlalu sedikit. Kecilnya jumlah ps&in Majelis Tarjih disebabkan
antara lain oleh prosedur pengambilan keputusang yditakukan dalam
Musyawarah Nasional yang mencerminkan pemikiraekol (jamdi). Putusan
yang harus diambil dalam Musyawarah Nasional tideda secepat pemikiran
perorangan. Putusan Majelis Tarjih yang diambibhdaimuktamar-muktamarnya
dapat dilihat dalanHimpunan Putusan Tarjiditambah dengan yang diterbitkan
terpisah seperti “Keluarga Sakinah” (bukan putugkaktamar),Adab al-Mar’'ah
fi al-Islam (1976) daral-Mal fi al-Islam (1976)*3°

Meskipun demikian, banyak kritik dilontarkan kepabuhammadiyah
yang dinilai mengalami kemandekan. Bahkan, tidaftikieyang mengatakan

bahwa Muhammadiyah lebih bercorak tradisionalismdeg harus diakui bahwa

138 “pokok-Pokok Manhaj Maijlis Tarjih,” 22. Lihat jugBasyir, Refleksi Atas Persoalan
Keislaman 278-282.
139 Basyir,Refleksi Atas Persoalan Keislama&81.
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produk Majelis Tarjih Muhammadiyah masih sangabd&as. Produk yang sangat
terbatas tersebut tidak mengalami pengembangan signdikan, bahkan tidak

memasyarakat dan tidak dilaksanakan oleh kalangarammadiyah senditf’

D. Pemikiran Politik: Islam dan Negara

Seperti disebutkan terdahulu, Muhammadiyah darerslé tidak dapat
dipisahkan dari masalah politik dan kenegaraan, m@pons terhadap politik
dapat berupa sikap atau pemikiran. Pemikiran paditkalangan Muhammadiyah
dapat dilacak setidak-tidaknya pada pemikiran ydikgmukakan oleh Ki Bagus
Hadikusumd™ yang dianggap memiliki kecenderungan kuat untulakugan
formalisasi Islam dalam konteks politik-kenegaraBagi Ki Bagus Hadikusuma
pelembagaan Islam menjadi sangat penting untularalaasan ideologi, politis,
dan juga intelektual. Ini nampak dalam upayanya pekokoh eksistensi hukum
Islam di Indonesia ketika dia dan beberapa ‘ulaaanla terlibat dalam sebuah
kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilamag#

Sebagai figur penting Muhammadiyah yang muncul glang

kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusuma terlibat dalandgimatan tentang konsepsi

190 Muhammad Azhar, “Tentang Purifikasi dan Rasiomaiis Agama,” Suara
MuhammadiyahNo. 11 Th. Ke-85 (1-15 Juni 2000), 38. Sebagiasab warga Muhammadiyah
lebih melihat produk pemikiran keagamaan yang dikasikan dalam HPT, ketimbang
memahami proses penalaran (ijtihad) yang menglasiicoduk pemikiran ketarjihan it&igh
menjadi lebih mengedepan ketimbangul al-figh. Hal ini dapat membawa kepada klaim
kebenaran atas prodiigh meskipun sesungguhnya pemikiran tersebut bersifatif.

141 Gagasannya di bidang politik disunting oleh Djavhiladikusuma, anaknya, dalam
karya berjudulslam Sebagai Dasar NegadanAkhlak Pemimpin

%2 Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesegtan untuk memberlakukan
hukum Islam. Akan tetapi Ki Bagus dikecewakan osi#fap politik pemerintah kolonial yang
didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkaionruh keputusan penting tentang
diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian digalghgan hukum adat melalui penetapan
ordonansi 1931. Kekecewaannya dia ungkap kembaiirmanyampaikan pidato di depan sidang
BPUPKI.
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“negara Islam.” Hal ini berkaitan dengan fakta bahgagasan tentang “negara
Islam” baru muncul di panggung politik beberapaabuinenjelang kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 1945, ketika BPUPKI bertuganpersiapkan undang-
undang dasar (UUD). Khusus tentang dasar negamguhtiga konsep: Islam,
Pancasila dan sosial-ekonomi. Namun, konsep yasgpdi terakhir tenggelam
karena adanya tarik-menarik antara dua konsep yajnislam dan Pancasila.
Akhirnya, tarik menarik ini selesai dengan dihaailkya Piagam Jakarta yang
dirancang, dirumuskan dan ditandatangani oleh RaSgmbilan pada 22 Juni
1945 sebagai konsensygefitlement agreemgrdantara dua golongan: “Islam” dan
“nasionalis”**®

Ki Bagus Hadikusuma pernah merumuskan konsep “megumanegara
di atas dasar ajaran Islaf{* Gagasan “negara Islam” telah muncul pada masa
pergerakan kebangsaan, kemudian kembali mengemada J©50-an. Namun,
pemikiran dan aspirasi politik ini tidak terwujudkarena ketidakjelasan
konseptuat*® Keberadaan Ki Bagus Hadikusuma dalam BPUPKI titisa
dipisahkan dari posisinya sebagai pemimpin Muhaniyahdketika itu. Sebagai
wakil dari golongan Islam, Ki Bagus Hadikusuma mek@agasan sekularisme.

Ki Bagus Hadikusuma, sebagai tokoh yang mewakilomgan Islam

(yang berjumlah 15 dari 62 anggota BPUPKI), menegaslalam sidang lembaga

43 Tentang perdebatan di BPUPKI mengenai dasar nedihet Endang Saifuddin
Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1948andung: Pustaka, 1981). Lihat juga Ahmad Syafii
Maarif, Islam dan Masalah Kenegaragdakarta: LP3ES, 1985); juga Adnan Buyung Nasution
Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indones&tudi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-
1959.(Jakarta: Grafiti, 1995).

144 Lihat Ki Bagus Hadikusumaslam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin
(Djogdjakarta: Pustaka Rahaju, t.t.), 7-22.

195 Deliar Noer,Islam, Pancasila dan Asas Tunggdlakarta: Yayasan Perkhidmatan,
1984), 119.
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tersebut pada 31 Mei 1945 pernyataan tentang ggrny@n“membangun negara di
atas dasar ajaran Islam.” Menurutnya, Islam memiKdpasitas untuk menjadi
sendi pemerintahan kebangsaan Indonesia. Umat Igldalah umat yang

mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dlahdan seterusnya pada
masa mendatang. Dia menyatakan bahwa jika terdepatungkinan dan

kesempatan, niscaya umat Islam akan dapat membekderibusi penting bagi

konstruksi negara atau masyarakat berdasarkansidai dan hukum Tuha®

Gagasan Ki Bagus Hadikusuma menjadikan Islam seluEgar negara
didasarkan pada alasan sosiologis historis dan lpmmmen atas ajaran Islam.
Menurut Ki Bagus Hadikusuma, agama Islam sudah adergpgama bangsa
Indonesia selama enam abad, atau setidaknya sigdahbiad sebelum Belanda
menjajah. Hukum Islam sudah berlaku di Indonesragde sebaik-baiknya serta
dapat membawa manfaat dan maslahat bagi rakyatnésdn Ki Bagus
Hadikusuma juga menyorot realitas organisasi pakger yang cepat memperoleh
sambutan luas dari masyarakat Indonesia adalamieega yang mendasarkan
gerakannya pada lIslam, seperti Sarekat Islam, bukasi Utomo maupun
Indische Partij**’

Selain alasan sosiologis-historis, pandangan tgntslam sebagai dasar
negara juga didasarkan pada pemahaman terhadam dgam. Ajaran Islam
yang substansial meliputi aspek imaibatah ‘amal slih danjihad. Keempat
aspek ajaran ini merupakan ringkasan ajaran Iskamg yelah diajarkan oleh para

nabi dalam rangka memperbaiki moralitas masyarakaBagus Hadikusuma

148 Ki Bagus Hadikusumdslam Sebagai Dasar Negara dan Achlak Pemimpin
147 |jai
Ibid.
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juga menyampaikan pandangan yang dikemukakan ddiPKI pada
Muktamar Muhammadiyah ke-31 (1950), dengan penaarbdina aspek ajaran,
yaitu meneladani para nabi, terutama Nabi Muhammiax kehidupan bernegara.
Keduanya merupakan strategi perjuangan yang tidela hlitawar dalam
menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Kaeemspek ajaran Islam itu
merupakan suatu kesatuan yang sistefffik.

Pandangan yang hampir senada juga dikemukakan Albelul Kahar
Muzakkir, tokoh Muhammadiyah, yang juga anggotaitRa®embilan. Menurut
Muzakkir, pengaruh Islam sangat kuat dan mendalaona prakyat Indonesia.
Muzakkir menyatakan bahwa dalam sejarah Indonesiaap berdiri kerajaan-
kerajaan Islam sebelum datangnya bangsa Barat. déerlierajaan Islam
tersebut, menurut Muzakkir, dibangun atas dasaamjéslam, di mana hukum
dan perundangan-undangan yang digunakan bersundserhdkum shatah
Islam. Raja-rajanya juga beragama Islam dan merkgangakim-hakim yang
bertugas merumuskan hukum atau perundangan-undamganbersumber dari
ajaran Islam dan memimpin peradilan agafa.

Karena itu, menurut Muzakkir, Islam bukan hanyanagatetapi juga
negara din wa dawlah. Dia menyatakan bahwa agama Islam adatathid,
iman, ‘ibadah, akhlag, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, unga

undang, peraturan, kebudayaan, dan pedoman hidgipub@at manusia. Jika

18 gSyaifulah, Gerak Poliik Muhammadiyah Dalam Masyuidakarta: Grafiti, 1997),
105-106.

199 |bid.; merujuk Abdul Kahar Muzakkir, “Konsepsi Namg Islam,” Prasaran
disampaikan dalam Konferensi Tanwir Muhammadiyakafagan, 21-24 Juli 1955, 5-6.
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semuanya dilaksanakan dengan baik, maka manusia d&pat mencapai
kehidupan yang sejahtera dan bahagjia.

Salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-3ia @®53 di
Purwokerto adalah pembentukan satu panitia yangidees menyusun konsepsi
negara Islam baldatun_ayyibatun wa rabbun ghafuKeputusan rapat Pimpinan
Pusat Muhammadiyah sesudah muktamar memberi tuged& Abdul Kahar
Muzakkir untuk menyusun konsepsi negara IstahKonsepsi negara Islam yang
disusun oleh Muzakkir disampaikan dalam sidang Tiaduwa tahun kemudian.

Dalam konsepsi Muzakkir, “negara Islam” adalah suetgara yang diatur
dan diperintah dengan ajaran-ajaran dan undangagndéam. Dengan kata lain,
negara Islam adalah suatu negara yang memenulatsyarat yang ditentukan
dalam teori negara, daerah terbatas, pemerintaimalang-undang, dan rakyat —
yang dipimpin oleh pemerintah menurut ketentuaansl dan undang-undang
negara tersebut bersumber pada al-QurdHadith, giyas danijma’. *>2

Secara teoretis, Muzakkir membedakan antiraal-Islam dandar al-
harb. Dia mengajukan definiglar al-Islam dengan mengutip kitaal-Tashri al-
Jindi al-Islami karangan ‘Abd al-Qdir ‘Awdah (‘ulama Mesir, tokoh gerakaal-
Ikhwan al-Muslimun). Pertamaialah tiap-tiap negara yang semua penduduknya
Muslim; keduaialah negara yang penduduknya mayoritas Musketiga ialah
negara yang dikuasai dan diperintah oleh kaum Musiialaupun penduduk yang

terbanyak bukan kaum Muslim; dd®empatialah negara yang dikuasai dan

130 Muzakkir, “Konsepsi Negara Islam,” 5-6.
31 pid., 1; SyaifullahGerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyurh05.
Y2 pid., 2-3.
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diperintah oleh bukan kaum Muslim, tetapi penduguakiyang Muslim dapat
menjalankan hukum-hukum Islam atau tidak ada halangntuk menjalankan
hukum Islant>® Muzakkir mempertanyakan apakah negara republiloriasia
saat itu dapat disebdtr al-Islam (negara Islam), dan kemudian menyatakan hal
itu bersifat relatif. Jika negara diatur dengan angiundang Islam, termasuk
pemimpinnya beragama Islam dan mayoritas pendudukijslim, maka
Indonesia dapat disebut sebadi al-Islam.*>*

Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep negaranlgta dikemukakan
oleh Masyumi. Partai ini menginginkan Islam sebatgmar negara, yang identik
dengan negara Islam dalam pengertian konsep, tidékm pengertian label,
meskipun Masyumi juga berkepentingan dengan nargaradslam, tetapi tidak
mutlak. Masyumi menawarkan alternatif mengenai nanegara: Republik
Indonesia atau Republik Islam IndoneSta.Negara Islam sebagai konsep
menekankan substansi, dengan menjadikan ajaran sthagai undang-undang
negara. Dengan kata lain, Islam sebagai dasar aegarupakan isi dari negara
Islam dalam pemahaman konseptual. Karena itu,sisuml sebagai dasar negara
sangat mewarnai perdebatan dalam sidang-sidang BPi#n PPKI pada 1945
serta sidang-sidang Konstituante sepanjang 1959-£95

Sebagaimana Ki Bagus Hadikusuma dan Muzakkir yacgra prinsipal
menolak sekularisme dalam politik di Indonesia, Hanmengikuti pandangan

politik tersebut. Menurutnya, Nabi bukan saja pansliatu agama, tetapi juga

133 Muzakkir, “Konsepsi Negara Islam,” 3.

134 Muzakkir, “Konsepsi Negara Islam,” 3

15 Fakih Usman, “Perjuangan Mencapai Konstitusi Istiatam Konstituante,” (Prasaran
yang disampaikan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyalyyakarta, 26 Agustus 1957), 1.

1%6 Syaifulah,Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyurhd5-106.
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meninggalkan dokumen yang berisi prinsip-prinsiptuknmembentuk suatu
negara. Pandangan Hamka dapat dikatakan sebaitifatéuainadap pemikiran ‘Ali
‘Abd al-Raziq dalamal-lslam wa Usi al-Hukm Dalam paham Hamka, Islam
tidak dapat menerima teori pemisahan agama darraxégekularisasi), karena
negara dalam konsepsi Islam tidak lain merupakat ahtuk melaksanakan
hukum kebenaran dan keadilan bagi rakyatri{a.

Namun demikian, berbeda dari Muzakkir, Hamka tidegendapat dengan
ungkapan bahwa “Islam adalah agama dan negdiaiMa dawlah. Rumusan ini
dinilai Hamka kurang tepat, dan menegaskan bahil@aIsdalah agama yang
mencakup seluruh bagian atau dimensi &tfariKarena itu, menurut Islam,
mengurus negara merupakan salah cabang agamaaKeguara, yang pada satu
waktu disebut khalah, dan pada waktu yang lain dapat disebut sudiizu
presiden, bertanggungjawab untuk melaksanakan‘afakienurut Hamka, yang
menjadi pokok masalah bukanlah bentuk negara, kex#jaan maupun republik,
melainkan sumber hukum dan cara-cara melaksanafakiaynka percaya bahwa
agama sangat mewarnai pemikiran dan tindakan p&medu terutama dalam
prilaku dan pengambilan sikap polifi#

Hamka menegaskan bahwa Islam tidak mengenal |learitegerejaan atau
kependetaanld rahbaniyyah fi al-Islan). Posisi ‘ulama dalam Islam tidak sama
dengan posisi pendeta atau penguasa-penguasa. géiajaa tidak menguasai

agama, tetapi hanya ahli dalam pengetahuan keagarfaaena itu, menurut

15" Hamka,Studi Islam ed. Rusjdi (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjin@82)1 205.
%8 |pid., 205-206.
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Hamka, ‘ulama “tidak memegang kunci surg®'Bagi Hamka, yang terpenting
bukanlah simbol atau lebel “negara Islam”, melamkdai-nilai yang melandasi
dan mengatur negara sesuai dengan hukum yang rdiurwleh Allah, melalui
perantaraan rasul-rasul-Nya sejak Adam sampaiavtuhad-®°

Selama episode sejarah pertengahan ini, corak pamigolitik Islam di
kalangan ‘ulama Muhammadiyah tampak cenderung fistika terutama ketika
atmosfer politik memberikan peluang bagi artikulaspirasi politik menjadikan
Islam sebagai dasar negdfaNamun demikian, sejalan dengan perkembangan
politik selama awal Orde Baru, orientasi formakisthenjadi tidak memiliki
tempat dalam lanskap perpolitikan nasional. Inakiderlepas dari kebijakan
politik Orde Baru yang berorientasi kepada restrugasi politik, deideologisasi
dan depolitisasi Islam. Kondisi ini membawa Muhardiyah bergeser lebih
kepada orientasi kultural dari pada orientasi jsofieperti sebelumny&?

Pandangan politik kenegaraan yang diadopsi olehags@h ‘ulama
Muhammadiyah, meskipun tidak diartikulasikan secaiatematis, tampak
merefleksikan tendensi formalisme yang pada perk@gdnnya mengalami
transformasi kepada pandangan yang cenderung ssiadi® (alokatif). Hal ini

tampak dari orientasi kebijakan Muhammadiyah di abgl politik yang

139 |pbid., 211. Hamka menyampaikan pandangannya iandaeramah di Sekolah Tinggi

Theologi Kristen pada 21 April 1970.

180 Hamka,Studi Islam 223. Menurutnya, menegakkan Islam adalah wagigiiban itu
tidak dapat dipenuhi kalau tidak ada kekuasaanankekuasaan menjadi wajimé la yatimmu
al-wgjib illa” bihi fahuwa wgb).

181 Untuk kajian tentang pandangan kenegaraan Muhaigatgdihat Syarifuddin Jurdi,
Negara Muhammadiyah: Mendekap Politik Dengan Parigan (Yogyakarta: Kreasi Wacana,
2005).

182 Din Syamsuddin Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Mad@likarta:
Logo, 2000), 16-18.
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melepaskan ikatan, baik ideologis maupun struktul@hgan partai politik mana

pun sejak 1970-an sampai akhir 1980-an.

E. Konstruksi Pemikiran Formal Periode Pertengahan

Pemikiran formal Muhammadiyah adalah pandangan iresengenai
masalah-masalah keagamaan, politik, dan kemasyarak&emikiran formal
selama periode pertengahan melipdlugaddimah Anggaran Dasafmulai
disusun pada 1945, dan disahkan pada 19%ajalah Limaataual-Masdil al-
Khams (diajukan pada 1939)Kepribadian Muhammadiyal§1959-1962), dan
Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiygl968).

Selain itu, tedapat juga pemikiran yang mencermirga@ndangan religio-
politik Muhammadiyah yang disebut “pemikiran khitta Dalam periode ini,
sejarah mencatat setidak-tidaknya terdapat empaingen khittah yang terutama
berkaitan dengan pandangan politik Muhammadiyahittédh Muhammadiyah
1956-1959 Khittah Palembany Khittah Perjuangan Muhammadiyah 1969
(Khittah Ponorogd, Khittah Muhammadiyah 1971Kkittah Ujung Pandanyg
Khittah Perjuangan Muhammadiyah 197Rhiftah Surabayp'®® Pemikiran
formal juga mencakup pandangan keagamaan yangilddrasleh kalangan
‘ulama Muhammadiyah, terutama yang terlibat dalembdagatarjih mengenai

masalah-masalah keagamah.

183 satu lagi khittah politik di kemudian hari dih&sih Sidang Tanwir Muhammadiyah di
Denpasar pada 2002, disebut Khittah Muhammadiy@R #chittah Denpasay.

1841 ihat Himpunan Keputusan-Keputusann P.P. MuhamamdijataBaBidang Tadjdid
Ideologi — Garis Pimpinan 1968-197det. ke-2 (Jogjakarta: PP Muhammadijah, 1971)atjinga
Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah ddrangkah (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2009).
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Dalam konteks ini, terdapat pemikiran yang bers&engah resmi karena
diproduksi oleh individu elite ‘ulama yang memimppersyarikatan. Karena
posisinya sebagai pemegang kebijakan, maka pemikiemgamaannya sering
dianggap mewakili pemikiran keagamaan resmi Muhadiyah. Ini disebabkan
mereka menjelaskan pemikiran formal dalam bahasg gaudah dipahami warga
Muhammadiyah. Namun demikian, tidak sedikit ‘ulaatau pemikir keagamaan
yang memproduksi pemikiran keagamaan yang berbedarss relatif dari
pemikiran resmi atau setengah resmi dari ‘ulama yaamimpin dan menetapkan
kebijakan organisasi.

Karena itu, dalam beberapa kasus terjadi salingpaumm tindih antara
pemikiran individual dan pemikiran formal yang bftsideologis. Dalam hal ini,
sulit dihindari adanya saling pengaruh-mempengatlatam proses pembentukan
paham keagamaan dalam Muhammadiyah. Pemikiran teegma dikonstruksi
oleh elite ‘ulama yang memimpimgdgverning elit¢ dan berpengaruh. Pemikiran
tersebut kemudian mempengaruhi ‘ulama berikutnyagymungkin saja akan
mereproduksi pemikiran ideologis Muhammadiyah padaanya.

Salah satu pemikiran yang bercorak ideologis pat@ge pertengahan
ialah Masalah Lima sebagai suatu pemikiran yang mulanya diwacanalkesim
Mas Mansur setelah mengamati dinamika kehidupagameaan, khususnya di
kalangan Muhammadiyah. Pada 1938 Mas Mansur megayajypertanyaan

tentang lima masalah: agama, dutigdah, sabiillah dangiyas.*®®

1% Lihat Kesimpoelan Djawaban Masalah Lima Dari Beberapa itAlOelama
(Djokjakarta: Hoofdbestuur Moehammadijah, 1942).
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Namun demikian, rumusan Mas Mansur tentang limaatabstersebut
masih berupa pemikiran individual, karena belunelddh secara kolektif dalam
organisasi. Ini tidak terlepas dari perubahan gojiing terjadi dengan datangnya
Jepang yang kemudian menduduki Indonesia. Pembahlssalah Lima
berhenti di tengah jalan, karena Mas Mansur kenmudianjadi salah satu dari
Empat Serangkai dan tidak lagi menjabat Ketua Muhadiyah. Baru kemudian
rumusan hasil pemikiran Mas Mansur dibicarakan gildan diputuskan secara
resmi dan final dalam Muktamar Tarjih pada 1954.

Jadi, pembahasan tentaktpsalah Limaberhenti dalam tenggang waktu
sekitar 12 tahun. Menurut Djindar Tamimy, berdaaardokumen yang ada, hasil
pemikiran Mas Mansur yang kemudian menjadi keputusami Muhammadiyah
pada dasarnya tidak ada perubahan. Esensi danppsiastidak ada perubahan,
hanya susunan redaksi dan bunyi keputusannya yamgbdht®® Hal ini
menunjukkan bahwa rumusan pemikiran yang bersifadividual dalam
perkembangannya dapat berubah menjadi pemikirami.rddal itu tidak saja
disebabkan oleh kedudukan yang bersangkutan sebbigaitetapi juga karena
pemikiran keagamaannya dipandang mewakili pahangakeaan yang dianut
oleh Muhammadiyah.

SelainMasalah Lima pemikiran Muhammadiyah yang bercorak ideologis
ialah Kepribadian MuhammadiyahPerumusan Kepribadian Muhammadiyah
berkaitan erat dengan kondisi sosial politik yangrkbmbang, ketika

Muhammadiyah dalam waktu yang relatif panjang badiedalam politik praktis

16 Djindar Tamimy, “Kaji Ulang Masalah Lima Dalam Mammmadiyah,” Dialog
Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyaled. Haedar Nashir (Yogyakarta: Badan Pendidikan
Kader PP Muhammadiyah, 1992), 43-44.
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selama periode demokrasi parlementer atau demokilsesial. Kedudukan
Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi mesalaasalah-masalah
politik sebagai isu yang diperdebatkan dalam Muhadigah'®’

A.R. Fakhruddin menyatakan, sejak dibubarkannya yMas sebagai
partai politik Islam oleh Presiden Sukarno, orangnag Muhammadiyah terlibat
kembali dalam Muhammadiyah, tetapi “berdjoang daeraimal dalam
Muhammadijah dengan masih membawa tjara dan lagu-lzerpolitik tjara
partai.” Cara-cara politik yang demikian ini dipang oleh Fagih Usman yang
menggagas perumusadfepribadian Muhammadiyahdapat merusak nada dan
lagu Muhammadijah **®

Mencermati kondisi dan prilaku politik tersebutbagai salah seorang
Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada peri@bengurusan Ahmad
Badawi yang pertama, yakni antara 1962-1965, Fagiiman mengajukan sebuah
konsep pemikiran yang kemudian diseapribadian MuhammadiyalRumusan
pemikiran ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyedr35 pada 1962 di
Jakarta, dan akhirnya diterima sebagai pedoman Wwagja Muhammadiyah.
Namun demikian, perumus&®epribadian Muhammadiyajuga melibatkan figur-
figur elite yang lain, seperti Farid Ma’ruf, WardBiponingrat, Hamka, Djarnawi
Hadikusuma, M. Djindar Tamimy, M. Saleh Ibrahim d&msman Singodimedjo.

Bahan-bahan tersebut dibawa dalam Sidang Tanwi2828gustus 1962°%°

7 Haedar Nashir, “Persentuhan Muhammadiyah danibdl8uara MuhammadiyaNo.
5 (1-15 Maret 1997), 38-40.

188 A.R. Fakhruddin, “Sedjarah Dirumuskannja ‘Kepritzad Muhammadijah’,” dalam
Himpunan Keputusan-Keputusan P.P. Muhammadijah daidang Tadjdid Ideologi — Garis
Pimpina?691968—197,1cetakan ke-2 (Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muharjald 971), 18-20.

Ibid., 18.



181

Meskipun Muhammadiyah disebut sebagai geraphd, tetapi istilah ini
baru digunakan paling dini pada 1962 dalam dokumesmi Muhammadiyah,
yaitu Kepribadian MuhammadiyahDalam dokumen initajdid dimaknai sebagai
pembaruan, yaitu “mengembalikan kepada ajaranfajéskam yang asli dan
murni.”"® Dalam konteks ini, pemahaman tentaaiglid yang demikian ini dapat
diistilahkan —meminjam Fazlur Rahman- dengan réignee, atau dengan istilah
lain neo-revivalisme ortodoks.

Sementara itu, dalam perkembangan selanjutnyap@rdibbkumen yang
berisi rumusan tentanieyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiygang
dihasilkan melalui sidang Tanwir di Ponorogo Jawanur pada 1968 dan
Muktamar Muhammadiyah ke-37 (1968) di YogyakartaenMrut dokumen ini,
Islam dipahami sebagai “agama Allah yang diwahyukapada para Rasul-Nya
sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seteya sampai kepada Nabi
penutup Muhammad s.a.w. sebagai hidayah dan raltatt kepada umat
manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahtachgnrhateriil dan spirituil,
duniawi dan ukhrawi**

Dalam dokumen tersebut juga ditegaskan bahwa dahmmgamalkan
Islam, Muhammadiyah berdasarkan al-Quni@ng diyakini sebagai “Kitab Allah
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w.” dann&u Rasul yang
merupakan “penjelasan dan pelaksanaan ajaran-adu@aor'an yang diberikan

oleh Nabi Muhammad s.a.w,” dengan menggunakan fdian sesuai dengan

170 “Kepribadian Muhammadijah,” dalamHimpunan Keputusan-Keputusan P.P.

Muhammadijah dalam Bidang Tadjdid Ideolpgb.

1 “Matan Kejakinan dan Tiita-Tjita Hidup Muhammadija dalam Himpunan
Keputusan-Keputusan P.P. Muhammadijah dalam BidBaglid Ideologi dan Garis Pimpinan
(Jogjakarta: Pimpinan Pusat Muhammadijah, 1971), 1.
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jiwa ajaran Islant’? Dinyatakan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegmkn
‘agidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemiay, bid‘ah dan
khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi merajaran Islant’?

DokumenKeyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyatenunjukkan
bahwa pemikiran formal Muhammadiyah mengandung riéem®ingan yang
sangat kuat kepada pemurniagidah dan ‘ibadah, atau dengan beragam istilah
kontemporer seperttanaf al-‘agidah (pembersihan‘agidah), atau ta’sil al-
‘agidah (mengembalikanagidah kepada yang asli-murni), atdal-tajri d fi al-
‘agidah wa al-‘ibadah al-malgah.”

Corak pemikiran demikian ini disebut oleh HaedarsiNia sebagai
pemikiran ideologis. Menurutnya, pemikiran ideotbgmencakup orientasi
pandangan tentang perjuangan dan cita-cita dertgate@ untuk mencapainya,
yang membawa konsekuensi pada membangun ‘sisterampgterjuangan’
berhadapan dengan paham dan kekuatan lain, yangt dapmpengaruhi

perkembangan Muhammadiyah sebagai gerakan f<fam.

172 bid.

173 bid.

1" Haedar Nashir, “Memahami Manhaj Gerakan Muhamnadiy dalam Manhaj
Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langk¥bgyakarta: Suara Muhammadiyah,
2009), xvii-xviii.
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Pemikiran Latar Belakang Penggagas/Perumus Forum yang
Ideologis dan Konteks Menghasilkan/
Sosial-Politik Mengesahkan

Mugaddimah Masa kemerdekaan| Ki Bagus Hadikusuma; Mulai disusun pada

Anggaran Dasar
(1945-1951)

Perdebatan tentang
dasar negara dalam
BPUPKI; perlunya
landasan ideologis
bagi persyarikatan

pemahaman terhadap
pemikiran dasar Ahmad
Dahlan

1945, disahkan padad
Sidang Tanwir, 1951

L

Kepribadian
Muhammadiyah
(1962)

Orde Lama;
peneguhan
persyarikatan
sebagai gerakan
dakwah Islam
bervisitajdid,
sebagai usaha
pemurnian Islam

K.H. Fagih Usman; K.H.
Farid Ma'ruf; K.H.
Wardan Diponingrat; Dr.
Hamka; Djarnawi
Hadikusuma; M. Djindar
Tamimy; M. Saleh
Ibrahim

Muktamar ke-35
(1962), Jakarta

Keyakinan dan

Cita-Cita Hidup
Muhammadiyah
(1968)

Owal Orde Baru;
urgensitajdid dan
re-tajdid
Muhammadiyah di
bidang keyakinan

ideologis

Pimpinan Pusat
Muhammadiyah

Muktamar ke-37
(1968), Yogyakarta

Sementara itu, dinamika Muhammadiyah dan elitemalanya tidak dapat
dipisahkan dari politik. Seperti ditunjukkan dalgembahasan terdahulu, gerak
Muhammadiyah secara tidak langsung mengikuti gpddikik kaum Muslim dan
bangsa Indonesia. Hubungan antara Muhammadiyah padditik mengalami
pasang surut, dan ditentukan oleh persepsi ataukipampara elite ‘ulamanya
mengenai relasi antara agama dan politik, baik pada ideologis maupun pada
level praktis.

Keikutsertaan elite Muhammadiyah dalam partai Is@tasyumi) pada
masa demokrasi parlementer membawa Muhammadiyattalean pertarungan

politik secara kelembagaan. Sekalipun Muhammadiyddk berubah menjadi
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partai politik, tetapi corak pemikiran politik dasebagian besar elitenya
mempengaruhi corak pemikiran keagamaan Muhammadygaty cenderung
ideologis.

Namun demikian, keterlibatan dalam politik dinitelak menguntungkan
gerak Muhammadiyah. Sampai derajat tertentu, rulmgkupnya menjadi
terbatas, dan ciri utama Muhammadiyah sebagai geralosial keagamaan
mengalami distorsi. Hal inilah yang dirasakan pdekade 1950-an, ketika hiruk
pikuk perpolitikan di Indonesia menyeret energteeMuhamadiyah ke pusaran
politik kekuasaan. Konteks historis inilah yang atatbelakangi munculnya
pemikiran tentang urgensi perumusan khittah polilk6-1959 dalam Muktamar
di Palembang (1959

Pemikiran khittah kemudian muncul kembali pada 1968g dikenal
sebagaKhittah Ponorogoyang dihasilkan oleh Sidang Tanwir di Ponorogwala
Timur. Khittah ini dilatarbelakangi oleh dinamikeolpik awal Orde Baru.
Kebijakan politik Orde Baru dalam politik diarahkantuk penciptaan stabilitas
politik dan restrukturisasi kelembagaan partai tpoliKegagalan sebagian elite
Muhammadiyah untuk merehabilitasi Masyumi mendortingoulnya gagasan
mendirikan partai tersendiri, sekalipun tidak mdnikaitan struktural dengan
Muhammadiyah. SekalipurkKhittah Ponorogo menegaskan kembali jati diri

Muhammadiyah sebagai “gerakan Islam dan amar matabf munkar dalam

175 Khittah ini dimaknai sebagai langkah yang hariyslaikan selama kurun waktu
tertentu. Pemikiran yang terkandung dalam khittalaktah ideologis, tetapi lebih berdimensi
praktis, yang mengandung parameter yang relatifamutiketahui dan diukuKhittah Palembang
1956-1959meliputi: (1) Menjiwai pribadi para anggota, temma para pemimpin Muhammadiyah;
(20 Melaksanakan uswatun hasanah; (3) Meutuhkaan@gsi dan merapikan administrasi; (4)
Memperbanyak dan mempertinggi mutu ‘amal; (5) Mertipggi mutu anggota dan membentuk
kader; (6) Mempererat ukhuwwah.
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bidang masyarakat,” namun tetap memandang artiingestluran perjuangan
melalui partai politik.

Secara implisit, khittah ini memberi rekomendasipdaa pimpinan
Muhammadiyah untuk membentuk satu partai di luahadfamadiyah, tetapi tidak
memiliki hubungan struktural organisatoris, meskipatap memiliki ikatan atau
hubungan yang bersifat ideologis. Melalui cara y&egoeda, Muhammadiyah
dan partai politik yang dibentuk memiliki saling ngertian dan tujuan yang
sama:’® Jika Khittah Palembang1956 lebih berorientasi pada peningkatan
kualitas organisasi, pimpinan dan warganya, balandaoal keagamaan maupun
peran kemasyarakatan, makhittah Ponorogo1969 memiliki nuansa politik
yang sangat kental.

Tindak lanjut dari khittah ini ialah pendirian RarMuslimin Indonesia
(Parmusi) pada 1969 yang mengakomodasi tokoh-tdkohammadiyah dan
sebagian politisi bekas Masyumi. Pada mulanya, Mwhadiyah menempatkan
tokoh-tokohnya, yaitu Djarnawi Hadikusuma dan Lukniarun, masing-masing
sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Nandak, ftama kemudian terjadi
kudeta terhadap kepemimpinan partai oleh H.J. Naog didukung oleh rezim
Orde Baru. Pengambil-alihan kepemimpinan politik imnembawa perubahan

dalam orientasi politik Muhammadiyah.

76 Khittah Perjuangan Muhammadiyah tahun 198%ittah Ponorogo). Sekalipun partai
itu dibentuk oleh Muhammadiyah, namun tetap tididearkan adanaya rangkap jabatan di partai
dan Muhammadiyah. Lihat Haedar Naskihittah Muhammadiyah Tentang Politjk ogyakarta:
Suara Muhammadiyah, 2008), 24-29; lihat juga Haddashir, “Memahami Manhaj Gerakan
Muhammadiyah,” dalarManhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah daangkah xxxi-
XXXii.
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Kegagalan politik yang dialami oleh Muhammadiyahada menangani
Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi peraamdpan bagi Muhammadiyah
untuk meninjau kembali hubungannya dengan partéikpadlika pada awal Orde
Baru (akhir 1960-an) masih tampak aspirasi polglkm dalam Muhammadiyah,
maka awal 1970-an menjadi titik balik bagi orgasisai untuk menjaga jarak
yang sama dengan partai politik apapun. Dalam ksniei, Muhammadiyah
menegaskan “tidak mempunyai hubungan organisatdéegan dan tidak
merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik ateganisasi apapurt™

Khittah 1971 yang dihasilkan oleh Muktamar ke-38Ujung Pandang
tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, setgtetiaksanaan Pemilihan Umum
1971 yang menjadi basis bagi kekuasaan politik Bdeu melalui Golongan
Karya (Golkar). Sementara itu, Parmusi yang dapatakan merupakan saluran
aspirasi politik Muhammadiyah tidak memperoleh chdan yang signifikan dari
pemilih. Kenyataan politik inilah yang mendoronmbiulnya pemikiran Khittah
Ujung Pandang, yang menegaskan tidak terlibatnylaaumadiyah dalam politik
praktis, meskipun masih membangun hubungan korgtdgngan Parmusi.

Ketika rezim Orde Baru menjadi semakin kuat dakaiesolidasi, dengan
penyederhanaan partai politk menjadi d(fa,ditambah Golongan Karya,
kebijakan politik yang mengarah kepada restrukasripartai politik dan program

de-ideologisasi politik (Islam) menjadi dasar pemaik timbulnya Kkhittah

17 Khittah Muhammadiyah Tahun 197Khittah Ujung Pandang), poin 1. Namun
demikian, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepagigotanya untuk tidak memasuki atau
memasuki organisasi yang lain, asalkan tidak ad&mengan prinsipil dengan paham keagamaan
Muhammadiyabh.

178 partai-partai peserta Pemilu 1971, yang berhahssionalis disatukan dalam Partai
Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan yang berhalsiam disatukan dalam Partai Persatuan
Pembangunan (PPP).
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perjuangan Muhammadiyah tahun 1978 yang dihasithkaim Muktamar ke-40 di
Surabayd’® Inti Khittah 1978 ialah pemikiran dan sikap Muhaatiyah yang

tidak lagi memiliki hubungan organisatoris dengamtgd politik mana pun, dan
berbeda dari beberapa khittah sebelumnya yang red@yahubungan ideologis
atau konstruktif dengan Parmusi. Namun, Khittah 819@&tap memberikan

kebebasan politik kepada warganya seperti tercelalgm Khittah 197 1%°

Tabel 4:
Pemikiran Khittah Muhammadiyah Selama 1956 sampai 278
Khittah Konteks Politik Kandungan Khittah
Khittah Palembang | -Politik demkorasi -Penataan kelembagaan Muhammadiyah
(1956-1959) liberal (parlementer) | -Peningkatan mutu pimpinan dan anggota di
-Pasca Pemilihan bidang kehidupan agama dan masyarakat
Umum 1955
Khittah Ponorogo -Awal Orde Baru -Penegasan kepribadian Muhammadiyah
1969 -Kegagalan sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi
rehabilitasi Masyumi | munkar
-Pembentukan -Rekomendasi mendirikan partai politik di
Parmusi luar Muhammadiyah, yang memiliki

hubungan ideologis, tetapi tidak struktural-
organisatoris

Khittah Ujung Pasca Pemilihan -Penegasan sebagai gerakan dakwah

Pandang 1971 Umum 1971 -Hubungan konstruktif dan positif dengan
Parmusi

Khittah Surabaya Pasca Pemilu 1977 -Tidak memiliki hubungan orgaoisa

1978 dengan partai politik apapun

Dari pemaparan historis tentang relasi sosial igdlitama dan pemikiran
keagamaan di atas secara umum dapat disimpulkanassingkat bahwa tradisi
pemikiran keagamaan dalam Muhammadiyah masih [@erkis kalangan elite

‘ulama dan pemimpin Muhammadiyah. Pada periodespgahan, terdapat figur-

19 Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1§K8ittah Surabaya).
180 Haedar Nashithittah Muhammadiyah Tentang Politi&3-34.
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figur ‘ulama yang merupakan elite Muhammadiyah yangmproduksi dan
mereproduksi pengetahuan atau pemikiran keagamaamy yberorientasi
purifikasionis dan skolastik (dogmatis dan juristikKetapi pada saat yang sama,
posisi mereka sebagai elite juga memproduksi peamkyang bercorak ideologis
yang mengikat gerak organisasi dan warganya.

Dalam konteks ini, tidak mudah untuk membedakararantpemikiran
individual” dari figur-figur ‘ulama dan “pemikirarresmi” Muhammadiyah.
Kesulitan identifikasi ini tidak hanya terjadi paffse-fase formatif (dalam kasus
Ahmad Dahlan dan Mas Mansur), seperti dijelaskdanddab terdahulu, tetapi
juga berlanjut sampai periode pertengahan ini. Bahkealitas ini juga menjadi
ciri yang tidak bisa dipisahkan dari pemikiran ka&agan yang dihasilkan oleh
seorang pemikir atau ‘ulama yang pada saat bersammamjadi figur penting
(elite) dan berpengaruh dalam organisasi keagasgaerti Muhammadiyah.

Di sini juga tampak jelas adanya kontinuitas teerag pemikiran
keagamaan dari periode sebelumnya, seperti pemuagelah Islam dari praktik
yang menyimpang, pelaksanddadah sesuai dengan tuntutan al-Quxr’dan al-
Sunnah, dan signifikansaekhlag dalam kehidupan individual dan sosial.
Kontinuitas juga tampak dalam pelembagaan keramgg@dologiijtihad yang
lebih menekankan pada pendekatan juristik. Secartany pemikiran keagamaan
yang muncul pada periode ini bercorak skolastikidanlogis.

Karena itu, mengikuti kerangka analisis yang dignamaoleh Abu-Rabi’,
dapat dinyatakan bahwa sejarah intelektual Muhanyahd tidak dapat

dipisahkan dari faktor-faktor politik dan ideologiéonteks historis dan sosiologis
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yang berkembang pada periode tersebut menuntat ‘elama Muhammadiyah
sebagai suatu komunitas epistemik dan blok histoesumuskan pemikiran yang
mencerminkan identitas ideologis Muhammadiyah sabggrakan Islam yang
berorientasi kepadtajdid, dalam pengertian mewujudkan kehidupan keagamaan
masyarakat yang dalaaqgidah dan‘ibadah bersih dari pelbagai pengaruh tradisi
yang berasal dari luar Islam dan praktik-praktikganenyimpang dari sumber

otentik Islam (heterodoksi).



